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Negara Indonesia juga mengatur berkaitan penempatan waktu 
kerja perempuan dilihat dari segi Hukum Islam perempuan 
diperbolehkan bekerja dengan syarat-syarat yang harus dilakukan 
tertera di dalam Al Qur’an dan Hadist. Sedangkan menurut Hukum 
Positif perempuan juga diperbolehkan bahwa setiap perusahaan harus 
mengikuti aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 
penempatan waktu kerja perempuan pada PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan 
Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana 
pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang sistem 
penempatan waktu kerja bagi perempuan pada PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan 
Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara?. Tujuan penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui sistem penempatan waktu kerja perempuan 
pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara 
dan Untuk Mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
tentang sistem penempatan waktu kerja bagi perempuan pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang, 
Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. 
Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Reasearch) 
yang bersifat deskriptif analisis komparatif. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden 
mengenai sistem penempatan waktu kerja bagi perempuan, sedangkan 
data sekunder berupa teori-teori serta data penunjang lainnya 
diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan monografi desa. Semua 
data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan sistem  
penempatan waktu kerja bagi perempuan.  
Adapun Hasil penelitian menunjukan bahwa secara efektif 
penempatan waktu kerja perempuan pada PT. Budi Starch dan 






Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara  sistem penempatan 
waktu kerja perempuan sudah terealisasikan seadanya saja, 
dikarenakan hanya mengugurkan kewajiban perusahaan dengan 
kriteria pekerja/buruh perempuan. Kemudian pandangan Hukum 
Islam dan Hukum Positif Berdasarkan sistem penempatan waktu kerja 
perempuan diduga sudah sesuai namun saja bagian buruh harian 
banyak ketimpangan yang dirasakan yakni dalam pembagian waktu 
yang kurang efisien. Adapun perbedaan dan persamaan mengenai 
pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang penempatan 
waktu kerja tersebut yakni perbedaannya terdapat  diantara karyawan 
tetap dan karyawan lepas dalam unsur waktu kerja, upah dan 
tunjangannya dan di dalam Hukum Islam tidak di perbolehkan bekerja 
malam kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 
sedangkan persamaannya yakni terdapat adanya aturan membolehkan 
perempuan bekerja.  
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 ُ َم ّللاَّ َجاِل وَِصيْ  بِِه بَْعَضُكْم َعهَٰى بَْعضٍ  َوََل تَتََمىَّْوا َما فَضَّ ا اْكتََسبُوْ نِهرِّ ا ٌب ِممَّ  
ا اْكتََسْبَه َواْسأَنُوْ َونِهىَِّساِء وَِصيْ   َ ِمْه فَْضهِِه ٌب ِممَّ ا ّللاَّ  
َ َكاَن بُِكمِّ َشْيٍء َعهِيْ   ﴾  ۲۳﴿ًماإِنَّ ّللاَّ  
 
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebagaian kamu lebih banyak dari sebagaian yang lain. Karena 
bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, 
dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, 
dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 
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A. Penegasan Judul 
Berisi tentang penjelasan kata kunci terkait terminologi 
serta menjelaskan apa maksud yang terdapat pada judul skripsi. 
Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 
makna skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum 
Positif Tentang Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan” 
(Studi Pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 
Lampung Utara. Maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa 
istilah-istilah penting yang terkandung di dalam judul skripsi 
tersebut : 
1. Analisis adalah proses dimana penguraian suatu pokok atas 
berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 




2. Hukum Islam menurut Amir Syarifudin, Hukum Islam adalah 
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT, dan 
sunah Rasulullah SAW, tentang tingkah laku mukallaf yang 




3. Hukum Positif menurut Bagir Manan, Hukum Positif adalah 
kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis maupun tidak 
tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat 
secara umum dan khusus, ditegakkan oleh atau melalui 
pemerintah atau pengadilan di Indonesia.
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1Nugroho Eko, Dibalik Sejarah Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 65. 
2Panji Adam, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 15. 
3Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi 
Teoritiknya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 2, (Agustus 2019), h. 202. 
4Febri Jaya, Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan, (Yogyakarta: Suluh 






5. Waktu adalah rangkaian saat proses melakukan perbuatan 




6. Kerja Perempuan menurut Simone de Beauvoir, Perempuan 
adalah bersifat opresif dan eksploitatif, terutama jika 
pekerjaan itu membuat perempuan harus membagi shift 
ganda: 1 (satu) shift di kantor atau di pabrik dan 1 (satu) shift 
lain di rumah. Maka kemudian Beauvoir menegaskan 




Adapun kesimpulan judul skripsi di atas ialah sebagai 
bentuk untuk memperdalam dan mengkaji secara dasar 
mengenai judul skripsi tersersebut. Dikarenakan supayan 
pembaca dan penulis dapat emamhami maksud dari arah 
skripsi untuk memecahkan masalah skripsi di atas. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara hukum yang tercantum 
dalam Pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Negara diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Dasar Negara 
Republik Indonesia. Dalam Negara Indonesia juga terdapat 
aturan-aturan Hukum Islam yang berkaitan dengan penempatan 
waktu kerja perempuan yang ditetapkan oleh pemerintahan dan 
peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 32 dan Pasal 
76-77 tentang penempatan tenaga kerja perempuan. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur 
sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan 
yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada 
saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif 
bagi pengembangan dunia usaha.
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5Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux), 
(Semarang: Widya Karya, 2017) Cet. 11, h. 393. 
6Rosemarie Putnam Tong, Feminst Thought, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), h. 
274. 
7Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Surabaya: 





 Perempuan adalah salah satu insan manusia yang harus 
dilindungi dan diperhatikan. Karena perempuan termasuk 
pemegang peran penting untuk kelangsungan hidup berbangsa 
dan bernegara, alasannya anak sebagai generasi penerus bangsa 
mendapatkan pendidikan diawali dan dari ibu yang 
melahirkannya. Sebagaimana sebuah cerita di masyarakat, 
apabila anak tidak dapat membalas budi atau sebuah syair lagu 
surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal-hal yang membuat 
perempuan harus mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, 
bukti dari emansipasi wanita yang diperjuangkan R.A. Kartini 
saat ini telah menunjukan hasil. Terbukti, jumlah pekerja wanita 
di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan tercatat oleh 
DEPNAKER (Depertemen Tenaga Kerja). Perusahaan yang 
memperkerjakan pekerja wanita umumnya menilai bahwa wanita 
lebih dapat diandalkan dalam hal ketekunan, kedisiplinan, 
ketelitian, hingga kemampuan negosiasi. Terlepas dari kelebihan 
pekerja wanita tadi, tentu saja mereka membutuhkan perlakukan 
dan aturan yang berbeda dari pekerja laki-laki, sebab kondisi 
biologis dan fisik wanita yang perlu diakomodasi secara khusus. 
Bahkan, tiap-tiap Negara di dunia menetapkan aturan terkait hak-
hak pekerja perempuan di dalam Undang-Undang, Termasuk 
Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan.
8
 
 Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi 
dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan 
tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga 
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan 
masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh 
dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber 
daya manusia, pengingkatan produktivitas dan daya saing tenaga 
kerja Indonesia. Upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan 
penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. 
Pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dan 
berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak 
                                                             
8 Sleekr, “Mempekerjakan Pekerja Wanita Menurut Depnaker UU 
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asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR 
Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan dalam bidang 
ketenagakerjaan. Ketepatan MPR ini merupakan tonggak utama 
dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakan 
demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong 
partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan 
pekerja/buruh Indonesia untuk membangun Negara Indonesia 
untuk membangun Negara yang dicita-citakan. 
Oleh karena itu, di dalam gambaran singkat perusahaan 
PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara. Bahwasannya karyawan sebagai aset terpenting perseroan 
memberikan upaya terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang aman dan sehat untuk karyawan dan keluarganya. Saat ini 
perseroan menyediakan sarana dan fasilitas kepada karyawannya, 
antara lain rumah dinas, mess, kendaraan, kantin, serta fasilitas 
tempat ibadah, tempat olah raga. Sebagai informasi, perseroan 
juga menyediakan tunjangan makan, transportasi, pengobatan, 
serta tunjangan hari raya bagi seluruh karyawan.
9
 
Kemudian penempatan waktu kerja perempuan yang di 
lakukan oleh PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 
Lampung Utara diduga sudah terealisasikan sesuai Hukum Islam 
dan Hukum Positif yang sudah ada namun terdapat pembagian 
waktu kerja perempuan tersebut yang terealisasi seadanya 
dikarenakan hanya untuk mengugurkan kewajiban. Penempatan 
waktu perlu dilaksanakan secara efektif, dikarenakan penempatan 
waktu kerja secara efektif  dan merupakan hal yang sangat 
diperhatikan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di 
masyarakat Indonesia yang penerapannya, diperuntukan dalam 
menunjang dengan berdasarnya asas terbuka, bebas, obyektif, 
serta adil dan setara tanpa diskriminasi untuk menjalankan 
pekerjaannya dalam memberikan perlindungan yang mencakup 
kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun 
                                                             






fisik tenaga kerja terkhusus perempuan. Penempatan waktu kerja 
di perusahaan tersebut di bagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni : 1. 
Pekerja buruh lama, 2. Pekerja harian, 3. Pekerja buruh tetap 
dengan 3 (tiga) shift pergantian para pekerja perempuan, 
kemudian dijelaskan bahwa waktu shift pagi yakni pukul 08.00-
16.00 WIB, lalu shift sore pukul 16.00-00.00 WIB dan shift 
malam pukul 00.00-08.00 WIB.
10
 
Menurut pendapat Ulama, selama perempuan masih 
belum menikah ada baiknya ia bekerja, sebab bekerja bisa 
membantu dan mengurangi beban orang tua. Dengan demikian 
penghasilan sendiri perempuan bisa memenuhi kebutuhan sendiri 
tanpa harus meminta-minta pada orang tua, dan juga bisa 
bersedekah kepada orang lain dengan hasil keringat sendiri. 
Berdasarkan hal tersebut, mengutip sabda Nabi Muhammad 
SAW menyebutkan bahwa: 
ٌد حَا أَ َکَل أَ لنَّبِيُّ صَلَّى هللا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :  مََل اقَبَل : ظِيَ هللا عَنْهُ قَباِم رَ لمِقْدَاعَنِ 
(لبخباهُ )َرَوامِنْ عَمَلِ یَدِ هِ أَ ْن یَّب ُکَل مَّنْ ا قَطُّ خَیرً  ِريَّ
11
  
Dari Miqdam, r.a Nabi Muhammad SAW telah bersabda: 
“Seseorang tidak memakan suatu makananpun yang lebih baik 
daripada ia memakan hasil usaha tangannya sendiri.” (H.R. Al-
Bukhari). 
Salah satu pentingnya pekerjaan bagi perempuan dalam 
Islam adalah agar perempuan-perempuan mampu bersaing 
dengan menuangkan kemampuan yang ia miliki, juga dapat 
membantu perekonomian keluarganya serta untuk kepentingan 
sosial yakni memperbanyak silaturahmi bertemu orang lain. 
Sementara itu menurut para Ulama tentang hukum wanita bekerja 
dalam Islam diluar rumah bahwasannya terdapat beberapa 
perbedaan pendapat Ulama yakni ada yang mengatakan Mubah 
atau diperbolehkan, lalu ada juga yang mengatakan bahwa Islam 
tidak melarang wanita bekerja di luar rumah. Namun mereka 
harus memahami syarat-syarat yang membolehkan wanita 
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bekerja di luar rumah dan kemudian dapat memenuhinya. Oleh 
karena itu, syarat-syarat tersebut didasari oleh ayat-ayat Al-
Qur’an dan Hadist-hadist mengenai wanita yang mencakup hak 
dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Hal tersebut 
tercantum dalam Surat An- Nahl ayat ۷۹:  
 جْرَاَ هُمْ لَنَجْزِیَنَّوَ  بَةً ۚطَيَِّةً مُؤْ مِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيٰوَوهَُو  ثٰىنْ وْاَُذ َکٍر اَ نْ حًب مَِّصَب لِمَنْعَمِلَ
(۷۹ :حللنّٔسورة)نَ مَلُوْیَعْمَب كَب نُوْا  سَنِحْبِبَهُمْ   
 “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan 
kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri 
balasan dengan pahala yang lebih baik dari pada yang telah 
mereka kerjakan”. (Q.S. An-Nahl [16]: 97). 
 Menurut Quraish Shihab, berdasarkan ayat di atas 
menyebutkan bahwa siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, 
baik laki-laki maupun wanita didorong oleh kekuatan iman 
dengan segala yang mesti diimani. Maka kami tentu akan 
memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu 
kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, 
kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi 
oleh rasa syukur atas nikmat Allah SWT di akhirat nanti, kami 
akan memberikan balasan pahala baik yang berlipat ganda atas 
perbuatan mereka di dunia. Sejalan dengan teori penempatan 
waktu kerja perempuan yaitu bekerja untuk berbuat kebajikan 
dan menambah ladang pahala serta membangun kehidupan yang 
lebih baik lagi karena Allah SWT. Kemudian juga, disebutkan 
secara tegas bahwa untuk menciptakan kehidupan yang baik 
(hayatan thayyibah) dipersyaratkan peran aktif setiap orang 
beriman, lelaki dan perempuan, tentu dengan melakukan 
aktivitas-aktivitas yang positif (amalan shalihah) dan sedikit 
menghapus perdebatan tentang pekerja perempuan dalam 
berbagai aspeknya dan persoalan yang dialami para pekerja 





budaya mereka di tengah-tengah masyarakat serta perbedaan 




 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “Analisis 
Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penempatan Waktu 
Kerja Bagi Perempuan” (Studi Pada PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan 
Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara).  
 
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian  
1. Fokus Penelitian 
Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan 
penelitian, perlu adanya pemfokusan. Dalam hal ini penulis 
hanya meneliti mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum 
Positif Tentang Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan 
(Studi Pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka 




2. Sub Fokus Penelitian 
Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya pembatasan 
masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti 
mengenai Sistem Penempatan Waktu Bagi Perempuan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Dalam uraian latar belakang yang tertulis di atas maka 
dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana sistem penempatan waktu kerja perempuan pada 
PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara ?  
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2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif 
tentang sistem penempatan waktu kerja bagi perempuan pada 
PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui sistem penempatan waktu kerja perempuan 
pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 
Lampung Utara. 
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif tentang sistem penempatan waktu kerja bagi 
perempuan pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 
Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Setiap penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak lain yang 
membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini berguna untuk menjelaskan penempatan waktu 
kerja perempuan di PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 
Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara. Khususnya untuk mengetahui 
bagian-bagian penting dalam keefektifan ketenagakerjaan 
dengan mekanisme penempatan waktu kerja bagi perempuan. 
b. Manfaat Praktis  
1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk kesetaraan gender 
oleh konstruk sosial budaya di masyarakat akan adanya 
perdebatan tentang pekerja perempuan dalam berbagai 
aspek terutama tentang penempatan waktu kerja bagi 
perempuan yang mengeneralisasikan bahwa pekerja 





kebutuhan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, harus 
sesuai dengan hukum ketenagakerjaan secara optimal. 
2. Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan 
pengembangan dalam menciptakan perempuan-perempuan 
progresif yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing di 
Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara. 
3. Penelitian ini dapat dimanfaatkan menjadi dasar acuan 
dalam mencari teori penempatan waktu kerja bagi 
perempuan pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 
Tapioka Desa Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai 
Selatan, Kabupaten Lampung Utara yang harus sesuai 
dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada di 
Indonesia. 
 
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan 
Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai 
titik tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut ini merupakan 
penelitian terdahulu yang penulis dijadikan penelitian yang 
relevan, penelitian tesebut dilakukan di tempat penelitian yang 
berbeda dan dengan paparan yang berbeda. 
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, 
kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan 
masalah yang sesuai yang terdapat pada penelitian sebelumnya. 
a. Penelitian yang dilakukan oleh Vanturina, Alya and Irnad, 
Irnad and Melli, Suryanty (2018) dengan judul “Komparasi 
Kepuasan Kerja Dan Motivasi Karyawan Tidak Tetap di PT. 
Budi Starch Dan Sweetener Divisi. Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara”. Penelitian ini membicarakan pada permasalahan yang 
berkaitan dengan mekanisme atau gambaran perusahaan 
dalam kepuasan kerja dan menangani profil dan aturan-aturan 
maupun fasilitas yang ada di perusahaan tersebut.
14
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b. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhibuddin (2018) dengan 
judul “Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja 
Malam Hari Pada Fasilitas Umum”. Penelitan ini 
memfokuskan pada permasalahan pandangan ulama dayah 
terkait fenomena semakin maraknya kaum perempuan yang 
bekerja pada fasilitas umum sampai malah setiap hari di 
wilayah Kabupaten Bireun khususnya di seluruh Aceh. Secara 
umum terbagi menjadi 3 (tiga) tipologi pandangan yaitu: 
1. Membolehkan dan kemashlahatannya (baik buruknya) 
diserahkan kepada kaum perempuan sendiri untuk 
mempertimbangkan. 
2. Membolehkan dengan sejumlah catatan demi kehati-
hatian. 
3. Melarang dengan sejumlah dalil dan kekhuwatiran.15 
c. Penelitian ketiga oleh Joupy G. Z Mambu (2010) dengan judul 
“Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita 
(Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003)”. Penelitian 
ini mengembangkan meliputi: Pertama, Sesungguhnya 
pekerja/buruh wanita menyadari bahwa masih ada perjanjian 
kerja yang merugikan dirinya. Karena terkadang tidak semua 
hak khusus pekerja/buruh wanita dicantumkan dalam 
perjanjian kerja tersebut. Kedua, dengan adanya Undang-
undang Nomor 13 tahun 2003 dan hukum-hukum 
internasional yang ada dan dapat memperkuat apabila adanya 
pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami.
16
 
Apabila dilihat dari objek kajian dan sasaran yang dibahas dari 
ketiga penelitian di atas dengan penelitan penulis memiliki 
kesamaan, namun terdapat sedikit perbedaan mengenai 
pandangan antara judul yang akan dibahas pada skripsi ini. Pada 
judul ini peneliti membahas “Sistem Penempatan Waktu Kerja 
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Bagi Perempuan” menurut Hukum Islam dan Hukum Positif pada 
PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara. Hasil penelitiannya saya ialah mengenai sistem 
penempatan waktu kerja perempuan sedanganka penelitian di atas 
yakni, 1. Komparasi kepuasan kerja dan motivasi karyawan tidak 
tetap, 2. Pandangan ulama dayah terhadap perempuan pekerja 
malam hari pada fasilitasi umum, dan 3. Aspek perlindungan 
hukum terhadap pekerja wanita (menurut Undang-Undang 
Nomor 13 tahun 2003). 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif 
adalah untuk mendeskripsikan yang saat ini berlaku dengan 
menguraikan suatu pokok permasalahan yang bersifat 
membandingkan variable yang satu dengan variable yang lain 
dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi 
pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 
Lampung Utara. Kemudian komparatifnya terdapat dalam 
kondisi-kondisi sistem penempatan waktu kerja bagi 
perempuan dengan menbandingkan variable Hukum Islam 
dan Hukum Positif. 
3. Populasi Dan Sampel Penelitian 
Adapun populasi dan sampel penelitian adalah sebagai 
berikut: 
a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika 
peneliti ingin meneliti semua elemen yang terdapat dalam 





merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah masyarakat Desa Gedung Ketapang, 
Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara 
yang bekerja di PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 




b. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi untuk digunakan peneliti dalam 
mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut dalam 
populasi. Dalam menentukan jumlah sampel dalam 
penelitian ini menggunakan perhitungan teknik purposive 
sampling. Menurut Winarno purposive sampling
18
 adalah 
suatu tehnik pengambilan sumber data dengan penentuan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 9 orang pekerja/buruh perempuan yang bekerja 
pada PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara dengan kreteria penetapan 
yang diberikan oleh Perusahaan dengan rincian 2 orang 
Administrasi Nota, 1 orang Administrasi Timbangan, 1 
orang Sparepart (alat-alat pabrik), 2 orang Karyawan 
Harian Sapu Gudang dan 2 orang Karyawan Harian Sagu 
nyorong. 
4. Jenis dan Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data yang diperoleh dari responden melalui 
pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau 
data hasil wawancara dengan narasumber. Data primer 
yang diperoleh harus diolah lagi. Kemudian data 
primer yang di dapatkan dalam penelitian ini yakni 
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menurut bapak Iwan Kartubi selaku karyawan di PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara. Bahwasannya penempatan 
waktu kerja perempuan sangat perlu di perhatikan, 
dikarenakan perusahaan tersebut tanggung jawabnya 
hanya sekedar formalitas semata dan juga penempatan 
waktu kerja terkhusus pekerja/buruh perempuan 
diduga tidak begitu diperhatikan.  
b. Data Sekunder 
Data yang didapatkan dari catatan, buku-buku dan 
sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder 
tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung 
memberikan data pada pengumpulan data. Dalam 
penelitian ini data sekunder yang diperoleh berkaitan 
dengan masalah yang sedang teliti. Kemudian juga, 
hasil dari penelitian tersebut didapatkan oleh peneliti 
yakni:  
1. UUD Negara RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
penjelasan umum Ketenagakerjaan, h. 1-408. 
2. Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan 
Edivi Revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), Cet. 14, h. 1-301. 
3. Sahala Aritonang, Tindak Pidana Di Bidang 
Ketenagakerjaan, (Bekasi: Permata Aksara, 2020), 
Cet. 2, h. 60. 
4. Laporan Tahunan – Annual Report PT. Budi 
Starch dan Sweetener Tbk. 2018, h.15. 
Dengan data-data di atas, peneliti dapat 
memadukan teori dengan keadaan lapangan yang 
sebenarnya agar mendapatkan hasil yang diinginkan 









5. Metode Pengumpulan Data 




a. Interview (wawancara) 
Proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan antara 2 (dua) orang atau 
lebih dengan bertatap muka mendengar secara 
langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Dalam penelitian ini interview 
(wawancara), peneliti mendapatkan informasi atau 
keterangan seluas-luasnya mengenai gambaran umum 
penempatan waktu kerja perempuan di PT. Budi 
Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten 
Lampung Utara tersebut ditujukan kepada masyarakat 
yang bekerja terkhusus pekerja/buruh perempuan. 
b. Observasi 
Cara pengambilan data dengan menggunakan data 
tanpa pertolongan alat  lain untuk kebutuhan 
penelitian. Yang dijadikan tempat observasi adalah PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa 
Gedung Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, 
Kabupaten Lampung Utara terutama tentang 
keefektifan penempatan waktu kerja perempuan seuai 
dengan Hukum Islam dam Hukum Positif yang sudah 
ada. 
c. Dokumentasi  
Suatu pencarian data mengani hal-hal atau 
variable berupa catatan, transkip, buku-buku, surat 
kabar, majalah dapat juga berbentuk file yang 
tersimpan di server data yang tersimpan di website. 
Adapun dokumentasi peneliti dapatkan dari penelitian 
ini berupa catatan, buku-buku serta data yang 
tersimpan di website atau blog PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung ketapang, 
                                                             





Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara. 
6. Pengolahan Data 
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah 
data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah 
benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. 
Editing juga bertujuan untuk mengurangi kesalahan 
atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan 
yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin dan 
dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data 
lapangan. 
b. Sistematis data (systematizing), yaitu menempatkan 
data menurut rangka sistematika Bahasa berdasarkan 
urutan masalah. Sistematika dapat diartikan sebagai 
kegiatan secara sistematis data yang sudah diedit dan 




7. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 
penempatan waktu kerja bagi perempuan dengan metode 
berpikir deduktif, yaitu proses berpikir untuk menarik 
kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang 
bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, 
yaitu Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang 
sistematis, maka penulis perlukan menyusun penelitian dengan 
sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil penelitian yang 
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baik dan mudah untuk dipadahmi. Maka penulis akan 
mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut: 
BAB Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di 
dalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang 
masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 
yang relevan,metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB Kedua, pada bab ini memuat penjabaran mengenai 
teori dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul 
yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini. 
BAB Ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran 
mengenai deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi 
tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta 
dan data penelitian. 
BAB Keempat, merupakan analisis penelitian yang 
meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian. 
BAB Kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan 
kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan penulis 
menjelaskan secara singkat mengenai seluruh penemuan dan 













A. Hukum Perburuhan 
1. Sejarah Hukum Perburuhan 
Pada abad ke-19 sekitar tahun 1950 di  Eropa, 
khususnya di Inggris awal mula lahirnya hukum perburuhan di 
dunia dengan dimunculkan Revolusi Industri yang ditandai 
dengan penemuan mesin uap, kemudian membuka peluang 
mempermudah proses produksi barang/jasa dalam skala besar. 
Secara permanen telah mengubah hubungan buruh dengan 
majikan. Sebelum itu, secara tradisional, pekerja di bidang 
agrikultur diselenggarakan mengikuti sistem feodalistik yakni 
pekerja atau buruh mengerjakan tanah milik tuan tanah dan 
menghidupi diri mereka dari berbagai hasil ladang yang 
mereka tanam sendiri. Sejak abad pertengahan, sangat marak 
sekali di daerah perkotaan terdapat kelompok-kelompok 
pekerja dengan keahliannya dalam bidang-bidang pekerjaan 
tertentu yang memonopoli dan mengatur aktivitas buruh.   
Secara historis keprihatian utama yang mendasari 
lahirnya hukum perburuhan di dunia, tidak terlepas dengan 
munculnya zaman mekanisasi yang tidak dikenal sebelumnya, 
dengan ciri-ciri yakni menghilangnya perindustrian kecil 
dalam sebuah kegiatan memproses atau mengolah barang 
dengan menggunakan sarana dan peralatan, jumlah buruh 
yang bekerja di pabrik meningkat pesat akibat banyak mesin 
baru yang harus dioperasikan, anak-anak dan perempuan ikut 
diterjunkan ke pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja 
yang berbahaya dan tidak sehat sangatlah membahayakan 
kesehatan dan keselamatan para buruh yang bekerja, jam kerja 
yang sangat panjang membuat waktu istirahat buruh terambil 
dikarenakan mengejar targetan yang diberikan oleh 
perusahaan/pabrik, perumahan yang sangat buruk 
pelayanannya dengan tidak memberikan fasilitas yang 
seharusnya yang layak didapatkan oleh buruh yang bekerja 






rendah membuat apa yang sudah buruh kerjakan tidak 
seimbang dengan upah yang diberikan oleh 
perusahaan/pabrik. Semua yang telah dilakukan oleh 
perusahaan tidaklah sesuai dengan aturan yang ada di 
Undang-Undang perburuhan. 
Undang-Undang perburuhan pertama muncul di 
Inggris tahun 1802, kemudian menyusul di Jerman dan 
Prancis 1840, sedangkan di Belanda sesudah tahun 1870. 
Substansi Undang-Undang pertama ini adalah jaminan 
perlindungan terhadap keselamatan kerja (safety). Undang-
Undang perlindungan inilah yang menandai berawal hukum 
perburuhan atau yang biasa dikenal sekarang dengan hukum 
ketenagakerjaan. 
Hukum perburuhan merupakan hukum yang 
memepelajari suatu aturan keseluruhan baik setiap orang yang 
melakukan pekerjaan menghasilkan barang atau jasa disuatu 
perusahaan/lembaga/instansi yang bersangkutan. Oleh karena 
itu, hukum perburuhan memiliki sifat yakni melindungi pihak 
yang lemah dan menempatkan para pekerja/buruh pada 
kedudukan yang layak secara kemanusiaan untuk 
mendapatkan keadaan sosial dalam lapangan perburuhan atau 
ketenagakerjaan yang diselenggarakan untuk melindungi 
tenaga kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak 
terbatas atau semena-mena kepada para pekerja/buruh.
1
 
Dalam hukum perburuhan dikenal juga dengan 
adanya Pancakrida Hukum Perburuhan yang merupakan salah 
satu perjuangan yang harus dicapai dan dipertahankan hingga 
sekarang dan sudah sepatutnya untuk kita jaga, yakni: 
1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakaan, 
perhambaan. 
Perbudakaan adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
yang disebut budak melakukan pekerjaan di bawah pimpinan 
orang lain. Para budak ini tidak mempunyai hak apa pun 
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termasuk hak atas kehidupannya. Para budak hanya memiliki 
kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan 
oleh majikannya. Majikan merupakan satu-satunya pihak yang 
mendominasi antara pemberi dan penerima pekerjaan. Jika 
terdapat pemberian yang dilakukan kepada budak seperti 
memberikan makan, bukan merupakan kewajiban dari pemilik 
budak melainkan hanya merupakan kebijaksanaanya sebagai 
belas kasihan belaka karena sudah melakukan pekerjaan 
sesuai yang  diinginkan. Faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya perbudakaan di zaman dulu disebabkan karena para 
raja, pengusaha yang mempunyai ekonomi lebih dan kuat 
sangat membutuhkan orang yang dapat mengabdi kepadanya, 
sementara penduduk miskin yang tidak berkemampuan secara 
ekonomis saat itu cukup banyak yang disebabkan karena 
rendahnya kualitas sumber daya manusia  dan minimnya 
pekerjaan yang disuguhkan pada zaman itu, sehingga tidak 
mengherankan perbudakan hidup dan tumbuh dengan subur. 
Perhambaan juga terjadi jika seorang penerima gadai 
menyerahkan dirinya sendiri atau orang lain yang dikuasai, 
atas pemberian pinjaman sejumlah uang kepada seseorang 
pemberi gadai. Pemberi gadai mendapat hak untuk meminta 
dari orang yang digadaikan agar melakukan pekerjaan untuk 
dirinya sampai uang pinjamannya lunas. Pekerjaan yang 




2. Pembebasan manusia Indonesia dari rodi atau kerja paksa. 
Rodi merupakan kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat 
untuk kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan 
tanpa pemberian upah, dilakukan di luar batas 
perikemanusiaan. Terdapat pada kerajaan-kerajaan di Jawa, 
rodi itu dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota 
keluarganya, para pembesar, para kepala dan pegawai serta 
                                                             






kepentingan umum seperti pembuatan dan pemeliharaan 
jalan, jembatan,dan sebagainya. 
Kompeni pandai menggunakan rodi ini untuk 
kepentingan sendiri. Rodi digunakannya untuk segala 
macam keperluan seperti mendirikan pabrik, jalan, untuk 
pengangkutan barang dan untuk pekerjaan lainnya bagi 
kepentingan pegawai kompeni. Salah satu yang tersohor 
dalam kerja paksanya untuk membuat jalan  dari anyer 
sampai banyu wangi dengan jumlah penduduk yang sangat 
banyak sampai tidak terbilang akan kematian penduduk 
tersebut yakni Hendrik Willem Daendels tahun 1807-1811.
3
  
Gambaran di atas menunjukan bahwa banyak timbulnya 
hubungan perburuhan yang tidak sehat, banyak buruh-buruh 
yang kelaparan dan mengalami banyak penderitaan yang 
tidak lain dan tidak bukan atas perbuatan kaum kapitalisme 
dalam melanggengkan kekuasaannya untuk mencapai 
kejayaan. Maka kemudian sudah sepatutnya Indonesia bebas 
dari segala macam intimidasi-intimidasi yang di lakukan 
oleh kapitalis. 
3. Pembebasan pekerja/buruh Indonesia dari poenale sanksi. 
Poenale sanksi ialah salah satu pengenaan hukuman 
kepada buruh yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan yang diinginkan. Poenale sanksi terjadi karena 
adanya kebijaksanaan Agrsrische Wet tahun 1870 yang 
berimplikasi pada ketersediaan lahan perkebunan swasta 
yang sangat besar. Kemudian untuk menjamin perusahaan 
ini sudah sepatutnya mendapatkan buruh yang tetap 
supaya dapat melakukan pekerjaan sesuai yang 
diinginkan. Maka didalam Algemen Politie Strafreglement 
dicantumkan ketentuan yang menetapkan bahwa buruh 
yang tiada dengan alasan yang dapat diterima, 
meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan dapat 
dipidana dengan denda antara 16 sampai 25, atau dengan 
kerja paksa selama 7 sampai 12 hari. 
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Sedangan di Indonesia (Hindia Belanda), hukum 
perburuhan yang ada diriwayat hubungan perburuhan 
diawali dengan suatu masa yang sangat suram yakni 
poenale sanksi. Maka dengan itu dapat disimpulkan 
bahwa para buruh tidak diberikan hak apa pun, yang ia 
miliki hanyalah kewajiban untuk menaati perintah dari 
majikan atau tuannya. Nasib para buruh hanya dijadikan 
barang atau objek yang kehilangan hak kodratinya sebagai 
manusia yang bermartabat dan kehilangan jati dirinya 
untuk merasakan kebebasan dalam hidup.
4
 
4. Pembebasan pekerja/buruh Indonesia dari ketakutan 
kehilangan pekerjaan. 
Pemberdayaan serikat buruh/pekerja khususnya di 
tingkat unit/perusahaan seharusnya perlu diberdayakan  
dengan memberikan pemahaman terhadap aturan 
perburuhan yang ada karena organisasi pekerja ini terletak 
di garis depan sebagai subjek atau para pihak yang 
membuat perjanjian kerja bersama (PKB). Dalam proses 
pembuatannya PKB terdapat terkontrol langsung Dengan 
pemerintah dengan cara terlibat dalam menilai substansi 
yang terkandung didalamnya apakah sudah sesuai dengan 
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku atau belum, jika 
sudah pemerintah dalam hal ini dengan instansi yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan akan 
mengesahkan PKB tersebut, jika tidak disesuaikan akan 
dikembalikan dengan memberikan cacatan substansi yang 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan tersebut yang akan dikenakan 
sanksi. Perjanjian tersebut sangatlah menguntungkan 
pekerja/buruh, dikarenakan dalam hal ini pekerja/buruh 
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Ketentuan mengenai serikat buruh sebagaimana diatur 
dalam Pasal 120 ayat (1) dan (2) di atas menimbulkan 
ketidakadilan karena pekerja/buruh yang keanggotaannya 
kurang dari 50% misalnya hanya memiiki keanggotaan 
49% menjadi ketidak terwakili kepentingannya dalam 
pembuatan PKB. Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) dan 
(2) tersebut setidak-tidaknya menimbulkan tiga persoalan 
konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak 
konstitusional seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh 
konstitusi, yaitu : i) menghilangkan hak konstitusional 
serikat pekerja/buruh untuk memperjuangkan haknya 
secara kolektif mewakili pekerja/buruh  yang menjadi 
anggotanya dan tidak bergabung dalam serikat mayoritas, 
ii) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam 
arti tidak proposional antara serikat pekerja/buruh yang 
diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-
undangan, dan iii) menghilangkan hak pekerja/buruh yang 
tidak tergabung dalam serikat pekerja/buruh yang 
mayoritasnya untuk mendapatkan perlindungan dan 
perlakukan hukum yang adil dalam satu perusahaan.
6
  
5. Memberikan posisi yang seimbang antara pekerja/buruh 
dan pengusaha 
Pemberdayaan pekerja dan pengusaha sebagai 
anggota serikat pekerja perlu diberdayakan sehingga 
mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan 
ketentuan hukum termasuk penyadaran pekerja tentang 
pentingnya organisasi pekerja sebagai sarana 
memperjuangkan hak dan kepentingannya, karena itu 
tidak ada pilihan lain untuk meningkatkan bargaining 
position kecuali dengan memperkuat organisasi 
pekerja/buruh. Untuk menjadikan serikat pekerja/buruh 
yang kuat.  
Maka partisipasi pekerja/buruh secara moril maupun 
materiil sangat dibutuhkan. Di sisi lain pengusaha juga 
                                                             





perlu  diberdayakan dengan memberikan pemahaman 
bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja dan faktor 
produksi yang penting, karena itu harus diperhatikan hak-
hak normatifnya sehingga mereka dapat bekerja secara 
optimal. Dengan demikian, akan terciptanya hubungan 
kerja yang kondusif dan menghasilkan prasyarat 
keberhasilan suatu usaha yang aman dan lancar sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku.
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Hal tersebut juga dapat banyak sekali memberikan 
posisi yang seimbang antara pekerja/buruh dengan 
pengusaha, agar bisa sama-sama saling menguntungkan 
sesama demi mencapai mufakat. Karena itu aparat 
pengawas perburuhan  sebagai penyidik pegawai negeri 
sipil selain melakukan pengawasan yang bersifat 
pencegahan (preventif) juga melakukan penindakan 
(refresif) terhadap para pengusaha yang tidak 
mengindahkan hak-hak pekerja meskipun telah 
diperingati atau diberikan pembinaan. Mengingat masalah 
perburuhan ini cukup kompleks, maka dengan kondisi 
aparat pengawas yang ada sekarang ini diperlukan 
peningkatan kualitas maupun kuantitasnya sehingga 
aparat pengawas perburuhan/ketenagakerjaan dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Tanpa penegakan 
hukum yang tegas maka aturan normatif tersebut tidak 
akan berarti, lebih-lebih dalam bidang 
perburuhan/ketenagakerjaan dimana pihak yang terlibat di 
dalamnya terdiri dari dua subjek hukum yang berbeda 
secara sosial ekonomis. 
 
2. Pengertian Pekerja/Buruh dan Tenaga Kerja 
a) Pekerja/Buruh 
Buruh adalah mereka yang bekerja pada 
usaha perseorangan dan diberikan imbalan kerja 
secara harian maupun borongan sesuai dengan 
                                                             
7Guus Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, BAB-BAB Tentang Hukum 





kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun 
tertulis yang biasanya imbalan kerja tersebut 
diberikan secara  harian.
8
  
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan 
bahwa pekerja/buruh adalah “Setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 
bentuk lain”. Sedangkan pengertian pengusaha dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan 
dalam Pasal 1 angka 5, yaitu: 
1. Orang perorangan, persekutuan atau badan 
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik 
sendiri. 
2. Orang perorangan, persekutuan atau badan 
hukum yang menjalankan perusahaan bukan 
miliknya. 
3. Orang perorangan, persekutuan atau badan 
hukum yang berada di Indonesia mewakili 
perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut 
dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar 
negeri. 
Berdasarkan pengertian pekerja/buruh di atas, 
bahwa jelaslah tenaga kerja yang sudah bekerja dapat 
disebutkan pekerja/buruh. Istilah pekerja/buruh yang 
sekarang disandingkan muncul karena dalam Undang-
Undang yang lahir sebelumnya yakni Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Buruh menyandingkan kedua istilah tersebut. 
Barulah muncul istilah pekerja/buruh yang 
disejajarkan sebab selama ini pemerintah 
menghendaki agar istilah buruh diganti dengan istilah 
pekerja karena istilah buruh selain berkonotasi 
pekerja kasar juga menggambarkan kelompok yang 
selalu berlawanan dengan pihak majikan. Karena 
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itulah pada Orde Baru istilah serikat buruh diganti 
dengan istilah serikat pekerja. Serikat pekerja pada 
saat itu sangat sentralisasi (penyatuan segala sesuatu 
ke suatu tempat yang dianggap sebagai pusat), 
sehingga mengekang kebebasan buruh unuk 




Itulah yang menyebabkan ketika Rancangan 
Undang-Undang Serikat Pekerja/buruh dibahas terjadi 
banyak sekali perdebatan yang sangat panjang 
mengenai istilah pekerja/buruh ini. Pemerintah yang 
menghendaki istilah pekerja sementara dari kalangan 
pekerja/buruh menghendaki istilah pekerja sementara 
dari kalangan pekerja/buruh, karena trauma akan pada 
masa lalu dengan istilah pekerja yang melekat pada 
istilah serikat pekerja. Pada saat itu serikat pekerja 
dikendalikan untuk kepentingan pemerintah, dan 
akhirnya ditempuh jalan tengah dengan mensejajarkan 
istilah kedunya. 
b) Tenaga Kerja 
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
disebutkan bahwa tenaga kerja adalah: setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
Pengertian tenaga kerja dalam Undang-
Undang tersebut menyempurkan pengertian tenaga 
kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 
tentang ketentuan pokok Ketenagakerjaan yang 
memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap 
                                                             






orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di 
dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. 
Dari pengertian tersebut tampak perbedaan 
yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tidak lagi memuat kata-kata baik di dalam maupun di 
luar hubungan kerja dan adanya penambahan kata 
sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri di 
masyarakat. Demikian haknya dengan penambahan 
kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan 
sendiri dam masyarakat karena barang/jasa yang 
dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk 
masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, dengan 
demikian sekaligus menghilangkan kesan bahwa 
selama tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain 
dan melupakan dirinya sendiri. 
Pengertian tenaga kerja menurut Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1969 tersebut dipergunakan 
kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). 
Oleh karena itu, perlu penyelesaian demi 
keseragaman pengertian dengan mengacu pada 




Pengertian tenaga kerja menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian 
tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada 
umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. 
Simanjuntak bahwa tenaga kerja atau manpower 
adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang 
bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang 
melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan 
mengurus rumah tangga. Jadi semata-semata dilihat 
                                                             






dari batas umur, untuk kepentingan sensus di 
Indonesia menggunakan batas umur minimum 15 
tahun dan batas umur maksimum 55 tahun. Tenaga 
kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan kelompok 
angkatan kerja adalah: 
A) Mereka yang dalam studi. 
B) Golongan yang mengurus rumah tangga. 
C) Golongan penerima pendapatan yakini mereka 
yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi 
memperoleh pendapatan misalanya pensiun, 
penerima bunga deposito. 
Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan 
yang masih mencari pekerjaan (pengangguran). Yang 
bekerja terdiri dari yang bekerja penuh dan setengah 
menganggur. Setengah menganggur terdiri dari 
beberapa ciri yakni: 1) berdasarkan pendapatannya, 
pendapatan di bawah upah minimum, 2) 
produktivitas, kemampuan produktivitasnya di bawah 
standar yang ditetapkan, 3) menurut pendidikan dan 
pekerjaan, jenis pendidikannya tidak sesuai dengan 
pekerjaan yang ditekuni, 4) jam kerja yang kurang 
dari standar yang ada, misalnya dalam ketentuan 
ketenagakerjaan yang ada sekarang adalah, kurang 
dari 7 jam sehari dan atau 40 jam seminggu untuk 
waktu kerja 6 hari dalam  seminggu.
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3. Macam-macam Tenaga Kerja 
Dalam melakukan suatu kegiatan perusahaan 
membutuhkan pembagian kerja kepada tenaga kerja 
agar kemudian dapat memudahkan pekerjaan karena 
tenaga kerja tidak mungkin dapat melakukan seluruh 
pekerjaan di perusahaan. Dengan adanya pembagaian 
kerja, setiap tenaga kerja dituntut menyelesaikan 
suatu pekerjaan yang beragam dan harus sesuaia 
keahlian di bidangnya agar tugas-tugas sesuai 
tanggung jawab tiap-tiap personal atau unit kerja di 
                                                             





perusahaan agar dapat terselesaikan sesuai dengan 
yang diinginkan. Menurut Sondang P. Siagian, 
terdapat tiga alas an pembagian kerja
12
, yaitu: 
1) Bebas kerja yang harus dipikul. 
2) Jenis pekerjaan yang beragam. 
3) Berbagai spesialisasi yang diperlukan. 
Adapun macam-macam tenaga kerja di dalam 
hubungan kerja sebagai berikut: 
1) Pekerja waktu tertentu (Kontrak) 
Disebutkan dalam Pasal 17 Kepmen Nakertrans 
Nomor: KEP.10/MEN/VI/2004, bahwa PKWT 
wajib dicatatkan oleh perusahaan kepada instansi 
yang bertanggung jawab di bidang upah 
pekerja/buruh sampai batas berakhirnya jangka 
waktu perjanjian kerja. 
c) Adanya perintah. 
d) Adanya upah. 
e) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang 
sementara. 
f) Pekerjaan yang diperkirakan selesai paling 
lama 3 (tiga) tahun. 
g) Pekerjaan yang bersifat musiman. 
h) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk 
baru, kegiatan baru atau produk tambahan 
yang masih dalam percobaan atau penjagaan. 
2) Pekerja waktu tidak tertentu (Tetap) 
a. Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja 
paling lama 3 (tiga) bulan. 
b. Dalam masa percobaan perusahaan dilarang 
membayar upah dibawah Upah minimum 
yang berlaku 
c. Perjanjian kerja dibuat tertulis, jika dibuat 
secara lisan perusahaan wajib membuat surat 
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pengangkatan bagi pekerja/buruh yang 
bersangkutan. 
3) Pemborongan 
Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, 
perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan perkerjaan kepada perusahaan 
lainnya melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh 
yang dibuat secara tertulis.  
Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: 
a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan 
utama. 
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau 
tidak langsung dari pemberi pekerjaan. 
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan 
secara keseluruhan. 





Bagian dari sistem pelatihan kerja yang 
diselenggarakan secara terpadu di lembaga 
pelatihan dengan bekerja secara langsung di 
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau 
pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam 
proses produksi baran dan jasa di perusahaan, 




4. Penempatan Tenaga Kerja 
Penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian 
tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus 
seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang 
telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan 
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segala resiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 
atas tugas dan pekerjaan, wewenang serta tanggung 
jawabnya. Untuk menempatkan tenaga kerja yang lulus 
seleksi, manajer tanpa kerja harus mempertimbangkan 
beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh 
terhadap keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, 
faktor yang harus dipertimbangkan antara lain: 
1. Faktor prestasi akademis. 
2. Faktor pengalaman. 
3. Faktor kesehatan fisik dan mental. 
4. Faktor status perkawinan.  
5. Faktor usia. 
Sistem penempatan tenaga kerja juga dapat di 
definisikan sebagai rangkaian komponen ketenagakerjaan, 
khususnya dalam menempatkan tenaga kerja yang tepat 
pada posisi yang tepat, dan dirancang dapat mencapai 
daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagian besar 
sistem penempatan tenaga kerja mencakup beberapa 
sarana penyelia, yaitu sebuah alat sensor yang mengukur 
keluaran, sebuah alat untuk membandingkan pengukuran 
dengan suatu standar, dan suatu kelompok penggerak 
untuk menyesuaikan masukan guna menyempurnakan 
kekurangan yang ditujukan agar sistem penempatan 
tenaga kerja menekankan bahwa penyeliaan (proses) 
tenaga kerja sebagai sarana untuk mendapatkan 
fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi dan sebagai 
cara guna menghilangkan operasi perencanaan tenaga 
kerja apabila variable tidak diketahui.
15
  
Menurut Prajudi Atmosudirjo, ada beberapa 
prinsip perusahaan dalam menempatkan para pekerjanya 
yaitu: 
1. Kesatuan komando 
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Penyusunan setiap pekerja harus mengikuti garis tata 
hubungan atasan. Semua arus komando/perintah harus 
melalui garis hierarki yang jelas. 
2. Pembagian kerja 
Prinsip ini dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: 
a. Prinsip pembagian kerja atas dasar 
wilayah/daerah. 
b. Prinsip pembagian kerja menurut produk/barang 
yang dihasilkan. 
c. Prinsip pembagian kerja menurut jumlah orang 
bawahan. 
d. Prinsip pembagian kerja menurut fungsi. 
3. Keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan 
kekuasaan 
Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerja 
yang proposional dengan jawaban yang diemban serta 
gaji yang diterima. 
4. Prinsip komunikasi 
Adanya pertukaran informasi diantara pekerja, 
sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara 
bersama-sama. 
5. Kontinuitas/kesinambungan 
Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan 
perencanaan dan jadwal yang ditetapkan. 
6. Prinsip koordinasi 
Prinsip ini sangat penting untuk dilaksanakan agar 
tidak terjadi miss management dan kesimpangsiuran 
komunikasi antar pekerja. 
7. Saling asuh 
Prinsip ini merupakan pelaksanaan pembinaan dari 
atasan kepada bawahan. Terjadi pengayoman yang 
berjalan secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi 
konflik pekerja yang berakibat hancurnya hubungan 
antarpekerja. 





Pelimpahan kekuasaan harus terjadi dalam perusahaan 
karena adakalanya berhalangan, dan kegiatan 
perusahaan tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang 
pekerja. Namun pelimpahan tersebut harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Wewenang dilimpahkan kepada orang yang tepat. 
b. Adanya kejelasan wewenang yang dilimpahkan. 
c. Adanya alasan terjadinya pelimpahan yang 
terbuka. 
d. Berdasarkan kebijakan yang tertulis dalam bentuk 
surat keputusan. 
e. Merupakan bentuk dari pemberian wewenang 
didasarkan kepada hierarki kekuasaan. 
f. Didasarkan kepada kepercayaan. 
g. Didasarkan kepada prestasi kerja. 
9. Pengamatan, pengawasan dan pengecekan 
Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kinerja 
pekerja sehingga berbagai penyimpangan dapat 
diketahui. Jika terdapat permasalahan akan mudah 
diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya segera 
mungkin. 
10.  Asas tahu diri 
Asas ini mengajarkan agar semua pekerja menyadari 
kedudukannya dalam organisasi, sehingga tidak 
melakukan pekerjaan yang bukan tugas dan tanggung 
jawab miliknya. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dalam BAB VI mengatur mengenai 
Penempatan Tenaga Kerja. Dalam Pasal 32 ayat (1) 
Undang-Undang Ketenagakerjaan, penempatan tenaga 
kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 
Terbuka, Bebas, Obyektif, Adil dan Setara. Kemudian 
fungsi penempatan tenaga kerja diatur dalam Pasal 32 
ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, diarahkan 
untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat 





kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak 
asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja 
harus disesuaikan dengan keahlian pencari kerja. Keahlian 
adalah kesanggupan, kecakapan seseorang untuk 




Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan pada BAB VI Pasal 31 
menyatakan: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau 
pindah kerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak 
di dalam atau di luar negeri”.  
Antar kerja adalah mekanisme pelayanan kepada 
pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan, baik untuk 
sementara waktu maupun tetap kepada pemberi kerja 
untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan 
kebutuhannya. Program AKAD juga sangat menunjang 
pelaksanaan transmigrasi untuk membuka lahan-lahan 
pertanian maupun pemukiman baru serta sarana dan 
prasarana transmigrasi lainnya. Program ini dilaksanakan 
melalui kerja sama dengan pemerintah daerah setempat 
serta instansi-instansi yang ada kaitannya dengan kegiatan 
setempat.  
Pelaksanaan AKAD yang diatur dalam Wernings 
Ordonantie, stb. No. 550 Tahun 1936, Wernings 
Ordonantie, stb. Nomor 208 Tahun 1936, Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 1970 tentang 
Pengerahan Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan 
Nomor 11 Tahun 1959 tentang Antar Kerja Antar Daerah 
(AKAD) sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya 
peraturan menteri tenaga kerja Nomor 2 Tahun 1994 
tentang Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan di luar 
negeri. Dengan demikian, saat itu istilah AKAD sendiri 
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Pengguna jasa pelaksana penempatan ditetapkan 
untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut
18
: 
1) Mampu membuat dan menandatangi penjanjian kerja 
dengan tenaga kerja. 
2) Mempunyai alamat dan nama penanggung jawab 
yang jelas. 
3) Sanggup dan mampu memenuhi serta melaksanakan 
keseluruhan isi perjanjian yang berlaku secara sah. 
4) Berusia minimal 18 tahun. 
5) Memiliki kartu tanda penduduk. 
6) Sehat mental maupun fisik. 
7) Berpendidikan tertentu, memiliki keterampilan atau 
keahlian sesuai dengan persyaratan jabatan atau 
pekerjaan yang diperlukan. 
8) Terdaftar pada kantor Depertemen Tenaga Kerja di 
wilayah tempat tinggalnya. 
a. Penempatan tenaga kerja di luar negeri. 
Awal mulanya lahirnya Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Maka kehadiran 
sebuah Undang-Undang sudah lama dinantikan karena 
selama ini pengaturan mengenai hal tersebut dilakukan 
berdasarkan Ordonasi tentang Pengerahan Orang 
Indonesia untuk melakukan Pekerjaan ke Luar Ngeri. Stb 
Nomor 8 Tahun 1887 dan peraturan menteri serta 
peraturan pelaksanaannya yang sudah tentu kurang 
memiliki kekuatan hukum jika dibandingkan dengan 
Undang-Undang. Sejalan dengan reformasi hukum di 
bidang ketenagakaerjaan. Untuk melaksanakan amanita 
Pasal 34 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka 
pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan tenaga 
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kerja Indonesia ke luar negeri. Pada bagian konsideran 
menimbang Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: 
1) Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib 
dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin 
penegakannya. 
2) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di 
luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, 
bakat minat, dan kemampuan. 
3) Dalam kenyataan selama ini tenaga kerja Indonesia 
yang bekerja di luar negeri sering dijadikan objek 
perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, 
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan 
martabat manusia serta perlakuan lain yang 
bertentangan dengan hak asasi manusia. 
4) Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi 
warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun 
di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, 
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan 
anti diskriminasi. 
5) Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 
perlu dilakukan secara terpadu antara instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah. 
6) Peranan masyarakat dalam suatu produk hukum yang 




Pasal 35 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: 
Ayat (2) : “pelaksanaan penempatan tenaga kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan 
perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga 
kerja”. 
Ayat (3) : “pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dalam memperkerjakan tenaga kerja wajib 
                                                             





memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 
keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik 
tenaga kerja”. 
Pasal 36 menyebutkan: 
Ayat (1) : “penempatan tenaga kerja bersifat terpadu 
dalam satu sistem penempatan yang meliputi unsur-unsur: 
a. Pencari kerja, b. Lowongan pekerjaan, c. Informasi 
pasar kerja, d. Mekanisme antar kerja, e. Kelembagaan 
penempatan tenaga kerja. 
Ayat (2) : “unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja 
sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara  
terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan 
tenaga kerja. 
        Prosedur penempatan tenaga kerja di dalam setiap 
kegiatan diperlukan tahapan yang harus dilalui dalam 
pelaksanaannya. Tahapan tersebut merupakan urutan 
kronologis yang dilaksanakan tahap demi tahap tanpa 
meninggalkan prinsip dan asas yang berlaku dan posisi 
yang tepat pula. Prosedur penempatan tenaga kerja yang 
diambil merupakan keluaran pengambilan keputusan yang 
dilakukan manajer tenaga kerja khususnya bagian 
penempatan tenga kerja, baik yang telah diambil 
berdasarkan pertimbangan rasional maupun objektif 
ilmiah. Pertimbangan objektif ilmiah berdasarkan data 
dan keterangan tentang pribadi tenaga kerja, baik atas 
dasar referensi dari seseorang maupun hasil seleksi tenaga 
kerja yang pelaksanaannya tanpa mengesampingkan 
metode-metode ilmiah. Apabila seleksi selesai 
dilaksanakan, hasilnya harus segera diinformasikan agar 
yang bersangkutan mengetahui. Pelaksanaannya dapat 
disampaikan melalui media massa cetak maupun 
elektronik, bergantung pertimbangan yang paling 
menguntungkan. Makin cepat informasi diberikan, akan 
makin baik bagi calon tenaga kerja yang mengikuti seleksi 
maupun bagi proses mekanisme kerja perusahaan. Bagian 





kerja ibarat dua cupu manik dalam kolam yang sama 
dengan manajer tenaga kerja. 
 Secara skematik mekanisme kerja bagian penempatan 




5. Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja 
                      Pasal 5 
1. Kewajiban Tenaga Kerja 
a) Tenaga kerja wajib mematuhi seluruh isi 
peraturan Perusahaan ini serta aturan-aturan 
lain yang berlaku di Perusahaan. 
b) Tenaga kerja wajib memberikan keterangan 
yang sebenar-benarnya, baik mengenai 
dirinya maupun kerjanya kepada yang 
berwewenang dalam hubungan dengan 
tugasnya. 
c) Tenaga kerja wajib melaksanakan pekerjaan 
yang diintruksikan oleh Perusahaan 
kepadanya dengan sebaik-baiknya dan 
menaati perintah atasan dengan penuh rasa 
tanggung jawab selama tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang Peraturan 
Perusahaan atau norma-norma susila. 
d) Tiap tenaga kerja wajib menghormati 
Pimpinan dan sesama tenaga kerja. 
e) Tenaga kerja dilarang untuk keluar membawa 
barang-barang dari lingkungan Perusahaan 
tanpa izin. 
f) Tiap tenaga kerja wajib untuk segera 
melaporkan kepada Perusahaan setiap 
peristiwa yang merugikan Perusahaan. 
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g) Tenaga kerja wajib untuk memberikan 
prestasi kerja yang terbaik untuk Perusahaan 
serta menjamin kerahasiaan Perusahaan. 
2) Hak Tenaga Kerja 
a) Tenaga kerja berhak atas kompensasi dan 
jaminan masa depan sesuai dengan prestasi 
kerja yang dilakukannya serta kemampuan 
keuangan Perusahaan. 
b) Tenaga kerja berhak atas upah sebagai 
imbalan kerja yang dilaksanakan. 
c) Tenaga kerja berhak atas cuti. 
d) Tenaga kerja berhak memperoleh bantuan 
kesehatan. 
e) Tenaga kerja berhak memperoleh ganti rugi 
atas ganguan/cacat badan yang diakibatkan 
dalam melakukan tugas Perusahaan. 
f) Ahli waris yang sah dari tenaga kerja berhak 
menerima ganti rugi atas meninggalnya 
tenaga kerja pada waktu melakukan tugas 
Perusahaan. 
g) Tenaga kerja berhak mengemukakan 
pendapat, saran-saran, dan usul-usul pada 
atasanya. 
h) Tenaga kerja berhak memperoleh segala 
sesuatu sesuai dengan ketetapan yang 





6. Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja 
Perlindungan hukum diartikan sebagai 
serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada 
subjek hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja 
merupakan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh 
konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat 
(2) Undang-Undang Dasar 1945 ”Tiap-tiap warga negara 
                                                             





berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
atas kekeluargaan”.
22
 Pelanggaran terhadap hak asasi yang 
dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksud 
untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin 
kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar 
apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan 
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan 
kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.  
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, 
maka secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan 
yakni:  
1. Perlindungan hukum atas hak-hak dasar pekerja untuk 
berunding dengan pengusaha.  
2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga 
pekerja.  
3. Perlindungan khusus bagi tenaga kerja perempuan, 
anak-anak, dan penyandang cacat serta perlindungan 
tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial pekerja. 
 
A) Hukum Islam 
Isu wanita karir yang bekerja bukanlah 
merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak 
manusia diciptakan oleh Allah SWT dan mula 
berkembang biak. Wanita pun bekerja baik di dalam 
maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita 
karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja di 
luar rumah seperti di kantor atau perusahaaan untuk 
mendapatkan gaji/upah.
23
 Dalam Al-Qur’an juga 
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dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari 
rezeki dengan cara bekerja sebagaimana disebutkan 
dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat ٔٓ: 
 ِ لَٰوةُ فَٲنتَِشُروْ ا فِى ٱْْلَْرِض َوٱْبتَُغوْ ا ِمنْ  فَْعِل ٱَّللَّ فَإَِذا قُِعيَِت ٱلصَّ
َ َكثِيًرا لَّ َعلَُّكْم تُفْلِحون)سورةٔلخمعة:ٓٔ(  َوٱْذُكُروْ ا ٱَّللَّ
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka 
bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia 
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10) 
 
ُمُروْ َن بِبْلَمْعُروْ ِف َویَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 
 وَاْلُمْؤِمنُوْ َن َواْلُمْؤِمنَبُت بَْعُعهُْم أَْولِيَبُء بَْعطٍ  یَأْ
  ُ ئَِك َسيَْرَحُمهُُم هللاَّ َ َوَرُسوْ لَهُ ۚ أُوْ لَٰ َكبةَ َویُِطيْ ُعوْ َن هللاَّ ََلةَ َویُْؤتُوْ َن الزَّ   َویُقِيُموْ َن الصَّ
َ َعِزیْ ٌز َحِكيْ مٌ )سورةٔلتوبه: ۹ٔ(   إِنَّ هللاَّ
 “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi 
penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka 
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari 
yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat 
dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka 
itu akan diberi rahmat oleh Allah sesungguhnya Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah 
[10]: 71) 
 
ْنيَبَوأَْحِسْن َكَمب أَْحَسَن  ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َوََل تَْنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ  َواْبتَِغ فِيْ َمب آتَبَك هللاَّ
َ ََل یُِحبُّ اْلُمْفِسِدیْ نَ )سورةٔلقصبص:۹۹( ُ إِلَْيَك َوََل تَْبِغ اْلفََسبَد فِي اْْلَْرِض إِنَّ هللاَّ  هللاَّ
 
“Dan carilah pada apa yang telah 
dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 





baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” 
(Q.S. Al-Qasas [28]: 77) 
Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa 
setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja 
dan mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang 
mereka kerjakan. Sehingga dalam Islam hukum 
wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan 
dengan memenuhi syarat-syarat yang telah 
ditentukan. Tidak ada seorangpun yang boleh 
melarang wanita bekerja selama mereka mengikuti 
rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama.
24
 
B) Hukum Positif 
Ahli hukum berkebangsaan Belanda, J. Van 
Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan 
ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat 
memaksa yang melindungi kepentingan orang dalam 
masyarakat. Selain itu, Purnadi Purbacaraka dan 
Seorjono Seokanto menyebutkan arti hukum, yakni : 
1. Ilmu Pengetahuan. 
2. Disiplin. 
3. Norma. 
4. Tata Hukum. 
5. Petugas.  
6. Kepuasan penguasa.  
7. Proses pemerintahan. 
Mengkaji pengertian yang diberikan oleh 
pakar Hukum Indonesia, Imam Seopomo sudah 
tampak jelas bahwa hukum perburuhan setidak-
tidaknya mengandung unsur: 
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1. Himpunan Peraturan (baik tertulis maupun tidak 
tertulis). 
2. Berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa. 
3. Seseorang bekerja pada orang lain. 
4. Upah. 
Konsep ini sesuai dengan pengertian 
pekerja/buruh berdasarkan peraturan Nomor 22 tahun 
1967 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
25
 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2004 dijelaskan beberapa istilah yang 
berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, misalnya: 
1. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 
dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan 
kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah. 
2. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga 
Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 
kerja yang akan bekerja di luar negeri dan 
terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
3. Penempatan tenaga kerja Indnesia (TKI) adalah 
kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga 
kerja Indonesia (TKI) sesuai bakat, minat, dan 
kemampuannya dengan pemberi kerja di luar 
negeri yang meliputi keseluruhan proses 
perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan 
pelatihan, penampungan, persiapan 
pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke 
negera tujuan, dan pemulungan dari negera 
tujuan. 
4. Perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI adalah 
segala upaya untuk melindungi kepentingan calon 
                                                             





tenaga kerja Indonesia mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan 




a. Pada waktu sebelum masa kerja 
Yang dimaksud dengan “pada waktu sebelum 
masa kerja” adalah proses sejak dari 
pengumuman penerimaan tenaga kerja, proses 
pelaksanaan seleksi, proses pelaksanaan test 
kemampuan, sampai dengan pelaksanaan 
pelatihan kerja atau pemagangan.  
Contohnya: 
a) Syarat-syarat pendaftaran dan 
pengumuman penerimaan tenaga kerja 
telah mengandung tidak sama atau 
diskriminasi terhadap suku, agama dan ras. 
b) Pada saat dilaksanakannya pelatihan kerja 
atau pemagangan pengusaha tidak 
menyediakan perlengkapan peralatan 
perlindungan kerja yang mengakibatkan 
terjadinya kecelakaan kerja. 
c) Pada saat pelatihan kerja atau magang 
pekerja/buruh dengan produksi tidak sesuai 
dengan standar operasional prosedur yang 
mengakibatkan terjadinya kecelakaan 
kerja. 
b. Pada waktu selama masa kerja 
Yang dimaksud dengan “pada waktu selama 
masa kerja” adalah pekerja/buruh sudah resmi 
sebagai pekerja/buruh di Perusahaan. Pada 
waktu selama masa kerja tidak tertutup 
kemungkinan akan terjadi perbuatan tindak 
pidana melawan hukum, baik itu yang 
dilakukan oleh pekerja/buruh maupun oleh 
pengusaha. 
                                                             






d) Pengusaha tidak menyediakan peralatan 
keselamatan kerja yang mengakibatkan 
pekerja/buruh meninggal dunia karena terjadi 
kecelakaan kerja. 
e) Pekerja/buruh dengan sengaja atau karena 
kelalaiannya melibatkan anaknya atau anak 
orang lain untuk membantu pekerjaannya pada 
tempat yang berbahaya sehingga terjadi 
kecelakaan. 
c. Pada waktu sesudah masa kerja 
Yang dimaksud dengan “pada waktu sesudah 
masa kerja” adalah hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha sudah tidak 
berlanjut lagi karena terjadi pemutusan 
hubungan kerja. Pada waktu sesudah masa kerja 
tidak tertutup kemungkinan akan terjadi 
perbuatan tindak pidana melawan hukum, baik 
itu yang dilakukan oleh pekerja/buruh maupun 
oleh pengusaha itu sendiri. 
Contohnya: 
f) Pengusaha tidak membayar hak-hak 
pekerja/buruh karena memasuki masa pensiun. 
g) Pekerja/buruh mengundurkan diri di tengah 
perjalanan dan tidak membayar ganti rugi 
kepada pengusaha sebesar upah pekerja/buruh 
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu 




Secara teoritis ada tiga jenis dalam 
perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut: 
1. Perlindungan sosial disebut juga dengan 
kesehatan kerja. Perlindungan sosial, yaitu 
perlindungan yang berkaitan dengan usaha 
kemasyarakatan, yang memungkinkan 
                                                             





pekerja/buruh mengenyam dan mengembankan 
kehidupannya sebagaimana manusia pada 
umumnya, dan khususnya sebagai anggota 
masyarakat dan anggota keluarga. Jaminan 
pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan 
sebagai upaya penanggulangan dan pecegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan 
pemeriksanaan, pengobatan, dan perawatan 
termasuk kehamilan dan perselisihan. Adapun 
syarat-syarat keselamatan kerja, antara lain: a. 
Mengecah dan mengurangi kecelakaan, b. 
Mengecah, mengurangi, dan memadamkan 
kebakaran, c. Mengecah dan mengurangi bahaya 
peledakan, d. Memberikan kesempatan atau jalan 
penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-
kejadian lain yang berbahaya, e. Memberikan 
pertolongan pada kecelakaan, f. Memberikan alat-
alat perlindungan diri pada pekerja, g. 
Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, 
h. Menyelenggarakan suhu dan lembap udara 
yang baik, i. Memelihara kebersihan, kesehatan, 
dan ketertiban. 
2. Perlindungan teknis, perlindungan ini lebih sering 
disebut dengan keselamatan kerja yaitu jenis 
perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha 
untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari 
bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-
alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Dasar 
pembicaraan masalah keselamatan kerja ini 
sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 
3. Perlindungan ekonomis disebut juga dengan 
jaminan sosial. Perlindungan ekonomis, yaitu 
perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha 
untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu 





keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, 
termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu 




B. Konsep Pekerja/Buruh Bagi Perempuan 
Penyebutan istilah buruh terhadap orang yang bekerja 
pada orang lain telah dipakai jauh sebelum bangsa Indonesia 
merdeka. Kata buruh dari penyebutan tersebut adalah sulitnya 
menghindari konotasi negatif yang seakan-akan melekat dengan 
sendirinya dan tidak dapat dipisahkan lagi. Hampir semua orang 
yang mendengar istilah buruh akan selalu berpikir tentang 
segolongan pekerja kasar yang selalu ditekan dan berada pada 
posisi dibawah pihak lain. Konotasi yang negatif tersebut maka 
penyebutan istilah buruh di dalam Undang-Undang diganti 
dengan istilah pekerja yang memiliki arti setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
Tertera dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003.
29
 
Dari definisi di atas terdapat dua unsur pokok yaitu 1. 
Unsur orang yang bekerja dan 2. Unsur menerima upah atau 
imbalam dalam bentuk lain. Istilah pekerja diupayakan diganti 
dengan istilah pekerja karena istilah pekerja dipandang kurang 
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Secara garis besar 
ada tiga motivasi yang mendorong perempuan untuk turut serta 
dalam lapangan pekerjaan yaitu: 
a. Faktor ekonomi yaitu mencari tambahan pendapatan untuk 
kebutuhan keluarga. 
b. Faktor sosial yaitu untuk meningkatkan status sosial dalam 
masyarakat. 
c. Aktuallisasi diri terhadap keluarga dan masyarakat. 
Menurut Tatty problematika pekerja wanita ada 2 faktor 
yaitu: pertama, faktor internal meliputi: a) Diri sendiri, 
menggambarkan mental atau kondisi psikologis wanita tersebut, 
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b) Tingkat pendidikan, semakin tinggi syarat para pekerja 
perempuan dalam meniti karier, c) Lingkungan keluarga, 
dukungan dari keluarga sangat penting bagi seorang perempuan 
karena keluarga yang terbuka, d) Kesehatan, juga sangatlah 
penting untuk menentukan kapasitas pekerja perempuan akan 
ditempatkan sesuai dengan keselamatannya. Karena masalah 
kesehatan perempuan berbeda dengan laki-laki, jadi berpengaruh 
kepada dirinya sendiri juga mempengaruhi kondisi janin jika 
perempuan tersebut sedang hamil. Kedua,  faktor eksternal 
meliputi: a) Lingkungan sosial, nilai-nilai sosial yang ada hanya 
setengah hati memberikan peluang kepada perempuan untuk 
maju, sebagai contohnya: seorang pilot selalu diidentikan dengan 
seorang laki-laki, dikarenakan perempuan dihadapkan dengan 
adanya pandangan negatif dari masyarakat terhadap perempuan 
yang pulang malam, b) Lingkungan kerja, kultur dan budaya 
membentuk ego laki-laki yang kuat dan kokoh sehingga di luar 
rumah tangga dikukuhkan sebagai milik laki-laki semata.
30
 
Seiring dengan perjalanan waktu, secara perahan-lahan 
perempuan mendapatkan tempat  setara dengan laki-laki dalam 
beragam bidang pekerjaan. Bukan zamannya lagi seseorang 
dinilai kinerjanya berdasarkan jenis kelamin, karena sudah 
masanya kemampuan dan keahlian individulah yang menentukan 
kesuksessan karier seseorang. Karena itu adanya kesepakatan 
kerja yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan 
perjanjian kerja yang sangat penting untuk mudah dipahami baik 
pekerja perempuan maupun laki-laki. Terkhusus untuk 
perempuan dalam mengetahui dan memahami hak-hak dan 
kewajibannya dalam sebuah pekerjaan untuk memberikan rasa 
nyaman dan kepastian hukum selama bekerja. Dalam  sebuah 
surat perjanjian kerja perempuan antara pihak perusahaan dan 
pekerja perempuan, setidak-tidaknya memuat tiga hak pokok 
perlindungan pekerja perempuan yaitu: 
a. Perlindungan yang bersifat protektif, bertujuan memberikan 
perlindungan terhadap fungsi reproduksi perempuan. 
                                                             
30Joupy G.Z. Mambu, “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita 





Wujudnya berupa pemberian istirahat pada waktu haid, hamil, 
melahirkan atau keguguran kandungan. Selain itu denga 
memberikan kesempatan menyusui anak dalam waktu kerja. 
Perlindungan protektif juga diwujudkan dalam bentuk 
pengaturan waktu kerja malam bagi wanita, penyediaan 
kendaraan antar-jemput dan tambahan makanan dan minuman 
bergizi juga perlindungan terhadap keamanan dan kesusilaan 
para pekerja. 
b. Perlindungan yang bersifat korektif, berupa pengawasan 
terhadap kemungkinan terjadinya pelarangan berupa 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan hamil, 
keguguran kandungan ataupun menyusui. 
c. Perlindungan mengenai kesetaraan memperoleh kesempatan 
kerja dan perlakuan tanpa diskriminasi diwujudkan dalam 
bentuk larangan diskriminasi dalam hal pengupahan, 
pekerjaan dan jabatan. Dalam hal ini, perusahaan tidak boleh 
membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan dari 
segi upah, promosi jabatan dan hak atas jaminan sosial.
31
 
Selanjutnya mengacu pada pekerja/buruh perempuan 
yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang 
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 
(Pasal 76 ayat 1).
32
 Selanjutnya disebutkan pengusaha dilarang 
mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut 
keterangan dokter bahaya bagi kesehatan dan keselamatan, 
pengusaha yang mempekerjakan wajib memenuhi yaitu: 
A) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama 
ditempat kerja. 




Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak 
memberikan makanan dan minuman bergizi tetapi diganti 
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dengan uang padahal ketentuannya tidak boleh diganti dengan 
uang. Kemudian, perjanjian perlindungan terhadap pekerja 
perempuan yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah penuh, dalam 
pelaksanaannya lebih banyak yang tidak menggunakan haknya 
dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. Selanjutnya 
perlindungan cuti hamil bersalin selama 1,5 bulan sebelum 
melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah 
penuh, ternyata dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan 
yang tidak membayar upah secara penuh kenapa pekerja 
perempuan yang sedang cuti hamil bersalin. Pemberian 
kesempatan pada pekerja perempuan yang anaknya masih 
menyusui hanya efektif  untuk yang lokasinya dekat dengan 
perusahaan. 
1. Syarat-syarat Pekerja/Buruh Perempuan 
Adapun syarat-syaratnya dijelaskan oleh Abd al-
Rabb Nawwab al-Din dan Ulama dayah di Aceh
34
 yaitu: 
a) Harus menutup pakaian yang menutup aurat. 
Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib 
dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah 
dengan berpakaian secara syar’i, yaitu pakaian yang 
menutup aurat perempuan. Menutupi seluruh tubuh 
selain bagian yang dikecualikan (wajah dan telapak 
tangan), tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak 
ketat, tidak berwarna mencolok (yang menggoda), 
dan tidak memakai wewangian yang belebihan.  
 
b) Mampu menghindari fitnah. 
Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan 
sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang 
tidak aman. Abd al-Rabb menjelaskan, syarat tersebut 
berdasarkan alasan bahwa semua yang ada pada 
wanita adalah aurat. Adapun untuk menghindari 
fitnah sebaiknya wanita menghindari pekerjaan 
                                                             
34Muhibuddin, “Pandangan Ulama Dayah Terhadap Perempuan Pekerja Pada 





dimana pria dan wanita bercampur baur. Inilah 
mengapa kedudukan wanita dalam islam dimuliakan 
dan mereka harus senantiasa dijaga dari fitnah, yaitu 
wanita tersebut menginjakkan kaki keluar rumah 
sampai kembali lagi ke rumah, mereka terjaga 
agamanya, kehormatannya, serta kesucian dirinya. 
Untuk menjaga hal tersebut, Islam memerintahkan 
wanita yang keluar rumah menghindari khalwat 
(berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, tanpa 
ditemani mahramnya), ikhtilath (campur baur antara 
laki-laki dan wanita tanpa dipisahkan tabir), menjaga 
sikap dan tutur kata tidak melembutkan suara, 
menundukkan pandangan, serta berjalan dengan 
sewajarnya, tidak berlenggak-lenggok. 
c) Sebaiknya mendapatkan izin dari orang tua, wali atau 
suaminya. 
Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumahnya 
tanpa izin dari suaminya jika sudah menikah. Oleh 
karena itu, seorang wanita boleh bekerja atas izin 
mereka dan tentunya tujuan pekerjaan yang jelas dan 
tidak mendatangkan mudharat. Bisa juga 
mendapatkan izin dari wali yang mencakup sisi 
nasabiyah (garis keturuan), sisi sababiyah (tali 
pernikahan, yaitu suami), sisi ulul arham (kerabat 
jauh, yaitu saudara laki-laki seibu dan paman kandung 
dari pihak ibu serta keturunan laki-laki dari 
keduanya), dan sisi pemimpin (yaitu hakim dalam 
pernikahan atau yang mempunyai wewenang seperti 
hakim). 
d) Pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah. 
Wanita boleh saja bekerja di luar rumah untuk 
mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya 
untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. 
Waktu yang dimiliki wanita sebaiknya tidak 
dihabiskan di luar rumah melainkan perempuan tetap 





sebenarnya tidak boleh dilimpahkan pada pembantu 
atau asisten rumah tangga karena pembantu bukanlah 
orang yang tepat untuk menjaga dan mendidik 
seorang anak. Biasanya wanita karier cenderung 
sudah merasa lelah jika ia pulang bekerja sehingga 
tidak memiliki banyak waktu untu keluarganya, yaitu 
kewajibannya terhaadap suami dan anak-anaknya 
yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya 
yang asasi. 
e) Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum 
laki-laki. 
Hal ini sesuai dengan penjelasan Abd al-Rabb bahwa 
wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi dalam 
suatu masyarakat atau suatu negara. Sementara itu, 
hukum perempuan bekerja yang kedua adalah haram. 
Adapun Ulama lain berpendapat bahwa wanita karier 
tidak sesuai dengan ajaran Islam karena pada 
hakikatnya wanita harus bekerja dalam rumah untuk 
mengurus keluarga dan anak-anaknya. Para Ulama 
berpendapat demikian mengingat wanita yang bekerja 
di luar rumah atau wanita karier cenderung 
melupakan tugas dan kewajibannya dalam rumah 
tangga dan terkadang jika ia memiliki penghasilan 
yang melebihi suaminya ia akan merasa lebih baik 
dan memicu sikap durhaka pada suami. Sedangkan 
hukum perempuan pekerja selanjutnya adalah wajib, 
apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang 
dapat menafkahi seperti orang tua yang sakit atau 
lanjut usia dan tidak ada anak lain yang dapat mencari 
nafkah. Adapun seorang istri juga bisa menafkahi 
suaminya dan keluarganya apabila seorang suaminya 
sakit dan tidak mampu bekerja. Meskipun banyak 
perbedaan pendapat Ulama, tidak disebutkan dalam 
Al-Qur’an bahwa Wanita tidak diperbolehkan untuk 





jika ia memenuhi syarat-syarat dalam syariat atau 
ketentuan dalam Islam serta bekerja sesuai fitrahnya.  
f) Tidak berkhalwat antara pria dan wanita. 
Hal tersebut bisa saja menimbulkan fitnah antara laki-
laki dan perempuan yang bukan mahramnya berada 
dalam satu tempat. Dikhawatirkan dapat 
menimbulkan nafsu yang bersumber dari syaitan.  
 
g) Tidak tabarruj atau memamerkan perhiasan dan 
kecantikan. 
Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan 
menimbulkan syawat para laki-laki. Ada banyak cara 
untuk menimbulkan hal tesebut, yaitu dengan para 
wanita menampakkan kecantikannya dengan 
menunjukan perhiasan agar dapat dikagumi oleh 
seorang pria yang bukan mahramnya itu sepatutnya 
dihindarkan. 
h) Menjaga pandangan. 
Wanita yang keluar rumah diwajibkan untuk menjaga 
pandangan. Sudah seharusnya antara pria dan wanita 
mengindikasikan kehatian-hatian untuk menimbulkan 
yang tidak diinginkan. 
 
2. Kewajiban Pekerja/Buruh Perempuan 
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai 
kewajiban pekerja/buruh diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 
1603b dan 1603c KUHPerdata yang ada intinya adalah 
sebagai berikut: 
a) Pekerja/buruh wajib melakukan pekerjaan ialah 
tugas utama dari seorang pekerja yang harus 
dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan 
seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah 
mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja 
yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan 
dengan keterampilan dan keahliannya. Maka 





undangan jika pekerja meninggal dunia, maka 
hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK 
demi hukum). 
b) Pekerja/buruh wajib menaati aturan dan petunjuk 
majikan/pengusaha dalam melakukan pekerjaan. 
Oleh karena itu, pekerja/buruh wajib menaati 
petunjuk yang diberikan oleh pengusaha yang 
sudah sangat jelas ruang lingkup dari petunjuk 
tersebut. 
c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda sesuai 
dengan prinsip hukum pekerja/buruh, jika 
pekerja/buruh melakukan perbuatan yang 
merugikan perusahaan baik karena kesengajaan 
atau kelalaian.
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 Dalam Undang-undang Nomor 13 
tahun 2003 Pasal 15 tentang Tata Tertib perusahan 
kewajiban buruh meliputi: 
1. Setiap buruh harus telah berada/hadir ditempat 
tugas masing-masing tepat pada waktu yang 
telah ditetapkan, demikian pula pada waktu 
pulang meninggalkan pekerjaan harus tepat 
pada waktunya. 
2. Setiap buruh wajib mengisi daftar absensi atau 
menyerahkan kartu kerja pada tempat yang 
telah ditetapkan baik pada waktu masuk/pulang 
bekerja dan harus diserahkan/diisi oleh 
karyawan sendiri. Apabila tidak 
melakukan/mengisi daftar absensi tersebut yang 
bersangkutan dianggap mungkin dan upahnya 
tidak dibayar. 
3. Setiap pekerja/buruh wajib mengikuti dan 
mematuhi seluruh petunjuk-petunjuk atau 
instruksi-instruksi yang diberikan oleh 
atasannya. 
                                                             





4. Setiap pekerja/buruh wajib melaksanakan 





3. Upah Kerja Pekerja/Buruh Perempuan 
Upah adalah segala macam pembayaran yang 
timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan 
mendominasinya. Upah menunjukan penghasilan yang 
diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang 
dilakukannya. Penghasilan yang diterima tenaga kerja 
digolongkan dalam empat bentuk, yaitu gaji, tunjangan 
dalam bentuk natura (seperti beras, gula,dan pakaian), 
fringe benefits (dalam bentuk dana yang disisihkan 
pengusaha untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan 
dinas, makan siang), dan kondisi lingkungan kerja. Sistem 
penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan 
gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa 
kerja. 
37 
Dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 
1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah 
adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha 
kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah 
atau yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam 
bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dibayar 
atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan 
pekerja/buruh, termasuk tunjangan baik untuk 
pekerja/buruh itu sendiri maupun keluarganya, kemudian 
termasuk komponen upah (upah pokok, tunjangan tetap 
dan tunjangan tidak tetap) dan yang tidak termasuk 
konponen upah (fasilitas, bonus dan tunjangan hari raya 
THR). 
Pengusaha wajib memabayar upah kepada 
pekerja/buruh sejak terjadinya hubungan kerja sampai 
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dengan berakhirnya hubungan kerja. Upah yang diberikan 
tidak boleh di diskriminasi antara pekerja/buruh pria dan 
wanita untuk pekerja/buruh yang sama nilainya (Undang-
Undang Nomor 80 Tahun 1957) yang merupakan 
ratifikasi konvensi International Labour Organization 




4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 
 Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu 
perlidungan bagi tenaga kerja bentuk santunan berupa 
uang pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja. Pada hakikatnya 
program jaminan sosial tenaga kerja bertujuan 
memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan 
penghasilan keluarga. Disamping itu, program jaminan 
sosial tenaga kerja juga bertujuan antara lain: 
1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 
kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta 
keluarganya. 
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja 
mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja 
tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika 




 Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap 
resiko memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 
terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga 
kerja dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, 
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diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja/buruh akan 
terwujud sehingga akan meningkat.  
Sejalan dengan upaya untuk melaksanakan 
amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, pada 
dasarnya setiap orang, termasuk tenaga kerja tentu berhak 
atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar 
hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju 
terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan 
makmur. 
 PT. Jamsostek sendiri awalnya dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang 
penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja. Program Jamsostek pada prinsipnya 
memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 
kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, 
dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus 
penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti 
sebagian atau seluruhnya pengahasilan yang hilang akibat 
resiko sosial, jaminan sosial tenaga kerja dipelopori oleh 
gagasan menciptakan asuransi sosial bagi tenaga kerja 
yang mulanya didasari oleh kewajiban moral pengusaha 




Menurut International Labour Organization 
(ILO) dalam majalah ASTEK, Social Security pada 
prinsipnya dalam perlindungan yang diberikan 
masyarakat untuk para warganya yang bekerja, melalui 
berbagai usaha dalam melengkapi resiko-resiko sosial-
ekonomi yang dapat mengakibatkan terhentinya atau 
berkurangnya penghasilan. Adapun ruang lingkup 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) meliputi
41
: 
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41 Irim Rismi Hastyorini, Perlindungan Tenaga Kerja, (Klaten: PT. Cempaka 





a) Jaminan Kecelakaan Kerja 
b) Jaminan Hari Tua 
c) Jaminan Peliharaan Kesehatan 















































DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 
Tapioka 
1. Sejarah Berdiri 
PT Budi Starch dan Sweetener Tbk (d/h PT Budi Acid 
Jaya Tbk) (Perusahaan) merupakan salah satu Perusahaan 
yang bernaungan di bawah kelompok Sungai Budi Group 
(SBG). SBG didirikan di Lampung pada tahun 1847, hanya 
beberapa saat setelah Indonesia merdeka. Pada saat ini, SBG 
telah berkembang menjadi salah satu kelompok usaha di 
bidang agribisnis terbesar di Indonesia. Bisnis awal SBG 
meliputi perdagangan kopi, lada hitam, cengkeh, geplek dan 
sejumlah komoditas hasil pertanian lainnya. SBG telah 
berkembang pesat dan diversifikasi keluar Lampung terutama 
di pulau Jawa, Kalimantan, dan kota-kota besar lainnya di 
Indonesia. Saat ini, SBG merupakan produsen utama tepung 
tapioka dan tepung beras, dan salah satu pemain utama di 
industri kelapa sawit dan produk turunannya serta sejumlah 
produk digunakan sebagai bahan baku industri makanan, 
kertas, kembang gula, kimia dan sebagainya. 
Perusahaan didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT 
North Aspac Chemical Industrial Company berubah menjadi 
PT Budi Acid Jaya dimana kata Acid berasal dari nama 
produk yang dihasilkan oleh Perseroan yaitu asam sitrat (citric 
acid). Pada awalnya, Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) 
pabrik asam sitrat. Sejalan dengan pertumbuhan dalam SBG 
dan sesuai dengan rencana SBG untuk melakukan Penawaran 
Umum Perdana atas saham-saham Perusahaan, maka untuk 
meningkatkan nilai tambah, Perusahaan direorganisasi 
menjadi produsen yang berbahan dasar singkong dengan 
produk utama asam sitrat (citric acid) dan tepung tapioka 
(tapioca starch). 
Pada tahun 1995, Perusahaan melakukan Penawaran 






sehingga nama perusahaan seiring berjalannya waktu 
melakukan ekspansi secara berkesinambungan di bidang 
tepung tapioka dan sweetener yang meliputi glukosa, fruktosa, 
maltodextrin dan sorbitol. Ekspansi di bidang sweetener 
dilakukan baik langsung di bawah Perusahaan maupun 
melalui Entitas anak. Untuk lebih dapat mencerminkan posisi 
Perusahaan sebagai market leader untuk produk tapioka starch 
dan sweetener serta dalam rangka globalisasi perdagangan 
produk Perusahaan di pasar internasional.  
Adapun konsep yang diterapkan oleh Perusahaan dalam 
memproduksi tepung tapioka yakni mekanisme Pembangunan 
Bersih atau dikenal dengan istilah Clean Development 
Mechinism sesuai dengan Kyoto Protokol Tahun 1997, dan 
konvensikerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang 
perubahan iklim global (United Nations Framework 
Convention in Climate) dimana Perusahaan memanfaatkan 
limbah cair dari pabrik tepung tapioka untuk dikonversi 
menjadi listrik untuk mengurangi pemakaian batubara dan 
minyak bumi sehingga dapat membantu menstabilkan emisis 
gas rumah kaca ke atmosfir bumi. Kemudian dijelaskan pula 
gambaran singkat Perusahaan yakni: 
a) Penelitian dan Pengembangan 
Perseroan berkomitmen untuk melakukan penelitian 
dan pengembangan dalam seluruh asperk operasi 
Perseroan agar mampu mensejahterakan pekerja/buruh 
dengan nyaman dan aman untuk memajukan 
Perusahaan menjadi lebih baik lagi. Sejalan dengan 
misinya, Perseroan berkomitmen dan untuk melakukan 
riset dan pengembangan untuk produk-produk yang 
berbahan baku singkong serta bibit unggul singkong. 
b) Pengendalian Kualitas Produk 
Proses produksi di seluruh fasilitas produksi Perseroan 
telah memiliki sistem kontrol yang ketat untuk 
memastikan setiap produk yang dihasilkan yang 
ditetapkan oleh Perseroan. Seluruh karyawan yang 





telah diberikan pelatihan secara khusus demi menjaga 
reputasi Perseroan dalam memenuhi standar 
pengendalian kualitas dari proses pemilihan bahan 
baku, proses produksi dan produk akhir sebelum 
pengiriman. Perseroan beserta manajemen pun telah 
diakui secara nasional dan internasional dari lembaga-
lembaga yang berkompeten. 
c) Karyawan sebagai aset terpenting Perseroan 
Perseroan menyadari bahwa karyawan merupakan aset 
terpenting bagi Perseroan. Perseroan memberikan upaya 
terbaik untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman 
dan sehat untuk karyawan dan keluarganya agar 
kemudian dapat bekerja dengan baik sesuai peruaturan 
yang ada dan sudah disetujui kedua belah pihak. Saat 
ini Perseroan telah menyediakan sarana dan fasilitas 
kepada karyawannya, antara lain rumah dinas, mess, 
kendaraan, kantin, serta fasilitas ibadah dan olahraga. 
Sebagai informasi, Perseroan juga menyediakan 
tunjangan makan, transportasi, pengobatan, serta 
tunjangan hari raya bagi seluruh karyawan.  
d) Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Perseroan melakukan program-program pendidikan  
dan pelatihan untuk karyawan di masing-masing level 
dengan tujuan untuk pengembangan sumber daya 
manusia secara berkelanjutan dan untuk memastikan 
karyawan Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman 
yang dapat memberikan kontribusi efektif bagi 
keberlangsungan proses bisnis Perseroan. 
e) Tanggung Jawab Sosial 
PT. Budi Starch dan Sweetener Tbk, Perseroan 
menyadari bahwa keberhasilan sesuatu organisasi 
sangat tergantung pada kesinambungan yang dibuat 
antara organisasi perusahaan dengan warga dan 
lingkungan di sekitar organisasi Perusahaan. Tanggung 





praktik ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan 
kemasyrakatan serta tanggung jawab produk. 
f) Perluasan Pemasaran dan Logistik 
PT. Budi Starch dan Sweetener Tbk, sebagai 
perusahaan yang bernaungan di bawah kelompok usaha 
Sungai Budi Group (SBG) telah melakukan hubungan 
kerjasama bisnis dengan Sungai Budi Group (SBG) 
untuk dapat memasarkan produk Perseroan. Dengan 
memanfaatkan luasnya jaringan distribusi dan 
pemasaran yang dimiliki kelompok usaha Sungai Budi 
Group (SBG). 
g) Peluang Masih Menjanjikan 
Sejalan dengan kebijakan Perseroan untuk 
mempertahakan posisi Perseroan sebagai salah satu 
produsen tepung tapioka dan turunannya yang terbesar 
di Indonesia, bahwa perusahaan akan terus secara 
konsisten mencari adanya peluang lain dalam 
membangun sumber baru untuk suplai singkong di 
Indonesia.saat ini Perusahaan memiliki pabrik tepung 
tapioka dan turunannya di provinsi Lampung, Jawa 
Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Perseroan 
yakin peluang jangka panjang untuk pasar domestik 
masih menjanjikan serta memberikan kesempatan bagi 
Perseroan untuk terus memberikan nilai tambah bagi 
pemegang saham dan pemangku kepentingan.
1
 
2. Visi dan Misi 
a) Visi Perusahaan 
“Menjadikan Produsen Berbahan Dasar Singkong 
Terintegrasi dengan menerapkan konsep 
Lingkungan Hijau” Perusahaan telah berhasil 
menjadi pemain utama di industri yang berbahan 
dasar singkong, baik di pasar dosmetik maupun 
internasional. Namun Perusahaan tidak berpuas diri 
sampai pada tahap pencapaian ini, karena seiring 
                                                             






dengan isu pemanasan global yang telah menjadi 
fokus utama dunia internasional, maka Perusahaan 
mempunyai tekad untuk berpartisipasi dalam 
penangan pemanasan global, meski dimulai dari 
skala kecil yakni Mekanisme Pembangunan Bersih 
(Clean Development Mechanism) 
b) Misi Perusahaan 
h) Menjaga lingkungan hijau sekaligus meningkatkan 
daya saing Perusahaan dengan melakukan efisiensi 
biaya produksi dengan menkonversi limbah cair 
Perusahaan menjadi listrik untuk menggantikan 
bahan bakar solar dan listrik PLN, serta mengolah 
limbah padat menjadi pupuk organik. 
i) Riset dan pengembangan untuk produk-produk 
yang berbahan baku singkong serta bibit unggul 
singkong. 
j) Pertumbuhan yang berkesinambungan baik melalui 






Produk-produkyang sudah diproduksi dan dipasarkan 
antara lain: 
a) Tepung Tapioka 
Bahan baku  : Singkong 
Industri Pengguna : Makanan, Kertas, Kembang 
Gula, Sorbitol, Kimia, dan 
Mie Instan 
b) Glukosa dan Fruktosa 
Bahan baku  : Tepung Tapioka 
Indutri Pengguna : Makanan dan Minuman, 
Kembang Gula, dan Farmasi 
c) Maltodextrin 
                                                             







Bahan baku  : Tepung Tapioka 
Industri Pengguna : Makanan Bayi, Biskuit, 
Susu, Es krim dan Farmasi 
d) Sorbitol 
Bahan baku  : Tepung Tapioka 
Industri Pengguna : Pasta Gigi, Kembang Gula, 
dan farmasi 
e) Karung Plastik 
Bahan baku  : Biji Plastik 
Industri Pengguna : Semua industri yang 
memerlukan pengemasan, 
misalnya tepung tapioka, 
tepung beras dan lain-lain. 
f) Asam Sulfat 
Bahan baku  : Belerang 
Industri Pengguna : Asam Sitrat, Pupuk, Rayon, 
Zat warna, Obat-obatan, dan 
Deterjen. 
 
4. Struktur Organisasi 
a) Presiden Direktur : SantosoWinata 
b) Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin 
c) Sekretaris Perusahaan : Alice Yuliana 
d) Unit Audit Internal : Johan Nainggolan 
e) Direktur Keuangan dan Adminstrasi : Mawarti 
Wongso 
1) Keuangan : Rita Thiannudjaya 
2) Akunting : Maria Veronica 
3) Penagihan : Lioni Indrajana 
4) Teknologi Sistem Informasi : Gunawan Tjan 
f) Direktur Pemasaran Ekspor : Tian Anthony 
Sudirdjo 
1). Pemasaran Ekspor : Stevanus Eko 
g) Direktur Pengadaan : Sugandhi 





h) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum : 
Djunaidi Nur 
1) Sumber Daya Manusia dan Umum : Agus 
Wiyono 
i) Direktur Produksi dan Pemasaram Domestik : Oey 
Albert 
1) Pemasaran Dosmetik : Suriyanto 
2) Divisi Produksi Tapioka : Eddy Liem 
3) Divisi Produksi Pemanis : Chandra 
4) Divisi Produksi Karung Plastik : Iskandar 
5) Riset dan Pengembangan : Hwi Jarti3 
 
B. Sistem Penempatan Waktu Kerja Perempuan Pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka 
Menurut Bapak Kholilurahman
4
, sistem penempatan 
waktu kerja perempuan pada Perusahaan sudah di berikan 
sebaik mungkin dan seadil-adilnya untuk pekerja/buruh 
Perempuan yang bekerja di Perusahaan. Hal itu sudah 
dijelaskan pula dalam blog Perusahaan di Laporan Perusahaan 
bahwa Pekerja/buruh adalah asset terpenting Perusahaan yang 
harus dijaga, diberikan kenyamanan dan keamanan sesuai 
dengan Perundang-undangan yang tertera. Bahwa semua 
pekerja/buruh perempuan yang bekerja di Perusahaan 
berkenaan dengan waktu sama saja yakni 8 jam Perharinya 
sesuai dengan shift yang diberikan oleh Perusahaan dan juga 
pekerja/buruh perempuan ditempatkan sesuai dengan karakter 
dan kemampuan pekerja/buruh sendiri tanpa adanya paksaan 
sedikitpun, karena pekerja/buruh harus melewati seleksi yang 
sangat ketat dengan bertitik fokus pada usia, kemampuan, 
menjalankan kewajiban dan hak pekerja/buruh, dan mematuhi 
syarat-syarat yang diberikan oleh Perusahaan selama seleksi 
berlangsung.  
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Perusahaan juga sangat mengutamakan pekerja/buruh 
perempuan yani dengan memberikan hak istirahat, jaminan 
sosial tenaga kerja berupa cuti, tunjangan-tunjangan maupun 
fasilitas yang seharusnya didapatkan oleh pekerja/buruh 
perempuan sendiri dan juga perlindungan hukum sesuai 
dengan hukum Islam dan hukum positif yang tertera. 
Perusahaan juga tidak lupa untuk selalu mematuhi semua 
kewajiban dan hak Perusahaan agar terciptanya kesejahteraan 
bersama tanpa adanya diskriminasi pekerja/buruh perempuan 
yang maraknya sering terjadi di masyarakat. 
Untuk menindaklanjuti yang sudah di paparkan di atas 
oleh  salah satu pihak pekerja/buruh Perusahaan, saya juga 
mewawancarai langsung para pekerja/buruh perempuan yang 
bekerja di Perusahaan tersebut sebagai sampel. Agar 
kemudian dapat di singkronkan apakah benar para 
pekerja/buruh perempuan yang bekerja di Perusahaan tersebut 
sudah sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif 
yang sudah tertera. Di bawah ini adalah hasil wawancara 
bersama pekerja/buruh perempuan: 
1. Menurut Ibu Kasmawati5 berumur 51 tahun, bekerja di 
bidang Administrasi Nota dari tahun 1992, saat beliau 
belum menikah sampai sekarang. Bertempat tinggal di 
Desa Gedung Ketapang. Pandangan mengenai sistem 
penempatan waktu kerja perempuan pada PT. Budi Starch 
dan Sweetener Divisi Tapioka bahwa mengenai syarat-
syarat tertera dalam Hukum Islam yang berlaku, tuturnya 
ia sudah mendapatkan izin dari suaminya untuk bekerja, 
dikarenakan beliau sudah menitih pekerjaan tersebut 
sewaktu beliau belum menikah hal itu juga yang beliau 
memutuskan untuk bekerja di Perusahaan, dikarenakan 
dekatnya jarak Perusahaan dari rumah beliau, beliau juga 
menjelaskan bahwa Ibu Kasmawati ini sudah menjalankan 
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semua kewajibannya di rumah maka barulah beliau 
berangkat untuk bekerja. Kemudian penyebab bahwa 
beliau memutuskan untuk bekerja dikarenakan faktor 
ekonomi yang minim membuat beliau harus bekerja 
membantu suaminya. Ibu Kasmawati menjelaskan bahwa 
menurutnya PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi 
Tapioka menempatkan pekerja/buruhnya ditempatkan 
pada kemampuan masing-masing pekerja/buruh sesuai 
dengan tupoksi dan umur yang ada. Beliau bekerja selama 
8 jam sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan Nomor 13 
Tahun 2003 yang tertera dan juga semua fasilitas sudah 
disediakan oleh Perusahaan dengan sebaik mungkin dari 
semua fasilitas maupun jaminan-jaminan yang sudah 
seharusnya pekerja/buruh dapatkan, tetapi beliau tidak 
sepenuhnya menggunakan fasilitas yang ada, misalnya 
seperti mess, beliau mengatakan bahwa jarak rumah 
dengan Perusahaan sangat dekat jadi beliau tidak perlu 
untuk tinggal di mess yang tersedia. Mengenai jaminan 
sosial tenaga kerja dan perlindungan hukum pun 
Perusahaan sudah menyediakan juga. Dan juga semua 
kewajiban dan hak sebagai pekerja/buruh perempuan 
beliau merasa sudah terpenuhi, pun demikian mengenai 
pengupahan beliaupun mendapatkan gaji UMR 
dikarenakan beliau sudah lama bekerja di Perusahaan 
tersebut. Untuk perilaku ke pekerja/buruh yang lain 
sangatlah adil hanya saja yang membedakan mengenai 
pekerjaan mereka karena sudah diberikan sesuai tupoksi 
masing-masing, mengenai jaminan sosisal tenaga kerja 
(JAMSOSTEK) dan perlindungan hukum bagi perempuan 
yang ada di Perusahaan, insyaallah sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
2. Menurut Ibu Sri Yatini6 berumur 49 tahun, bekerja di 
bidang Adminitrasi Nota dari tahun 1995. Beliau 
                                                             
6 Sri Yatini selaku Administrasi Nota Perusahaan, “Kesesuaian Sistem 





bertempat tinggal di Desa Gedung Ketapang dan sudah 
menikah dan beliau sudah mendapatkan izin dari 
suaminya untuk bekerja di luar rumah dan insyaallah 
semua pekerjaan rumah sudah ia lakukan sebelum 
berangkat bekerja, Perusahaan tempat beliau bekerja juga 
tidak jauh dari rumah kediamannya. Pandangannya 
mengenai sistem penempatan kerja perempuan pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka yakni sudah 
sesuai yang beliau harapkan dan Ibu Sri Yatini merasa 
semua yang beliau butuhkan sudah dipenuhi oleh PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka, mengenai soal 
penempatan waktu kerja pun sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki oleh para  pekerja/buruh perempuan dan 
personal jam kerja hanya 8 jam sudah dengan istirahatnya 
juga, jadi beliau menganggap walaupun beliau bekerja 
tetapi waktu bersama keluarga yang beliau luangkan pun 
masih banyak. Makan oleh sebab itu tidak ada yang beliau 
keluhkan selama bekerja di Perusahaan tersebut. Hal yang 
kemudian menjadi alasannya untuk bekerja yakni 
kebutuhan ekonomi yang meningkat membuat beliau 
harus membantu suaminya mencari uang untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga di rumah. Persoalan pengupahan oleh 
Perusahaan tersebut pun sesuai dengan pekerjaan yang 
beliau tekuni dengan standar gaji UMR dan perilaku 
pekerja/buruh dapatkan secara adil, sebab itu kewajiban 
pekerja/buruh perempuan sudah dilakukan dengan baik, 
maka sangatlah membantu sekali untuk keluarganya. 
Bukan itu saja yang membuatnya merasa puas bekerja di 
Perusahaan tersebut adanya fasilitas-fasilitas yang sudah 
di lengkap sesuai dengan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan yang ada, semua yang berkenaan dengan 
keselamatan dan kenyamanan pekerja/buruh perempuan 
sangatlah diperhatikan, maka kemudian jaminan-jaminan, 
cuti dan perlindungan hukum sudah terlaksanakan dengan 
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baik dan sangat memuaskan pekerja/buruh perempuan di 
PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka. 
3. Menurut Ibu Herawati7 berumur 40 tahun, bekerja di 
bidang Administrasi Singkong dari tahun 1998. Beliau 
sudah menikah dan bertempat tinggal di Desa Padang 
Ratu, Sungkai Utara. Hal yang menyebabkan beliau 
bekerja yakni sama seperti pekerja/buruh yang bekerja di 
Perusahaan ini, dikarenakan sangat meningkatnya 
kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Beliau juga 
sudah mendapatkan izin dari sang suami, diperbolehkan 
bekerja untuk membayar uang sekolah anak. Menurutnya 
sistem penempatan waktu kerja bagi perempuan sangatlah 
sudah sesuai yang beliau inginkan yakni sesuai dengan 
aturan yang tertera dalam Undang-Undang No 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem pengupahan di PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka juga sudah 
mengikuti aturan pemerintah yakni gaji UMR sesuai 
dengan pekerjaan yang beliau sandingkan. Untuk keluhan, 
beliau menganggap tidak sama sekali yang sepatutnya 
dikeluh kesahkan, dikarenakan fasilitas-fasilitas yang 
diberikan baik cuti, tunjangan maupun jaminan sosial 
tenaga kerja dan perlindungan hukum sudah terlaksana 
sangat sempurna oleh Perusahaan dengan semaksimal 
mungkin. Mengenai perilaku yang diberikan oleh 
Perusahaan untuk pekerja/buruh satu dengan yang lainnya 
diperlakukan dengan seadil-adilnya, maka kewajiban 
sudah diterapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, 
beliau sangatlah beruntung bisa bekerja di Perusahaan 
tersebut, Perusahaan sangatlah memperihatikan 
pekerja/buruh perempuan dengan teliti dan penuh 
perhatian. 
                                                             
7 Herawati selaku Administrasi Singkong Perusahaan, “Kesesuaian Sistem 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan Tetap”, Wawancara 
dengan  penulis, di PT. Budi Strach dan Sweetener TBK, Gedung Ketapang, Pukul 





4. Menurut Ibu Eva8 berumur 40 tahun, bekerja di bagian 
Timbangan dari tahun 1999. Beliau sudah menikah 
kemudian selama bekerja di PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka beliau sudah mendapatkan izin 
dari suami tercintanya dan beliau bertempat tinggal di 
Desa Prodadi. Tempat tinggal beliau dengan Perusahaan 
tidak jauh. Maka kemudian, hal tersebutlah yang menjadi 
alasan Ibu Eva memutuskan untuk bekerja di Perusahaan 
tersebut. Pandangannya mengenai sistem penempatan 
waktu kerja bagi perempuan sepertinya sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada di 
Indonesia. Persoalan tentang pengupahan yang ada di 
Perusahaan sudah cukup sesuai dengan pekerja/buruh 
yang bekerja bertitik pada tupoksi masing-masing dan 
lamanya pekerja/buruh bekerja di Perusahaan. Hal-hal 
berkenaan dengan fasilitas-fasilitas mengenai cuti, 
tunjangan semua sudah disediakan oleh Perusahaan dan 
Perusahaan pun tidak pernah membedakan antara 
pekerja/buruh satu dengan lainnya, begitupun kewajiban 
Ibu Eva sebagai pekerja/buruh di Perusahaan sudah beliau 
laksanakan dengan sebaik mungkin, kemudian jaminan 
sosial tenaga kerja dan perlindungan hukum pun sudah 
disediakan oleh Perusahaan. 
5. Menurut Ibu Jumiati9 berumur 40 tahun, bekerja di bagian 
Sparepart (alat-alat pabrik). Beliau sudah menikah dan 
bertempat tinggal di Mess PT. Budi Starch dan Sweetener 
Divisi Tapioka. Beliau sudah meminta izin kepada 
suaminya untuk bekerja dan memutuskan untuk 
memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan 
berkenaan dengan tempat tinggal yang siap dihuni dan 
                                                             
8 Eva selaku Timbangan, “Kesesuaian Sistem Penempatan Waktu Kerja Bagi 
Perempuan Pada Karyawan Tetap”, Wawancara dengan  penulis, di PT. Budi Strach 
dan Sweetener TBK, Gedung Ketapang, Pukul 10.40 WIB, Tanggal 05 April 2021. 
9 Jumiati selaku Sparepart (alat-alat pabrik), “Kesesuaian Sistem Penempatan 
Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan Tetap”, Wawancara dengan penulis, di 
PT. Budi Strach dan Sweetener TBK, Gedung Ketapang, Pukul 10.57 WIB, Tanggal 





semuanya gratis dari fasilitasair, listrik dan apabila di 
kantin terdapat kelebihan makanan, Perusahaan tidak 
segan-segan membagikan makanannya kepada para 
penghuni mess yang ada di dalam Perusahaan itu sendiri. 
Maka oleh sebab itu menjadikan alasan kuat Ibu Jumiati 
memutuskan bekerja di PT. Budi Starch dan Sweetener 
Divisi Tapioka tersebut. Pandangan mengenai sistem 
penempatan waktu kerja bagi perempuan sama seperti 
banyak oleh dikatakan para pekerja/buruh yakni sistem 
penempatan yang sesuai dengan tupoksi pekerjaan dan 
jam bekerjapun sangatlah relatif dan singkat. Mengenai 
pengupahan pun gaji yang diberikan oleh Perusahaan 
sudah sangat sesuai dengan yang mereka kerjakan selama 
berada di Perusahaan. Maka kemudian, untuk keluh kesah 
yang beliau rasakan sepertinya berbaik menjadi rasa 
terima kasih yang sangat besar, karena sudah diberikan 
tempat tinggal yang nyaman dan beliau dapat memenuhi 
kebutuhan keluarganya. Perilaku yang diberikan oleh 
Perusahaan kepada para pekerja/buruh pun sama yakni 
seadil-adilnya. Dan alhamdulilah dengan semua yang 
diberikan oleh Perusahaan beliau mampu memenuhi 
kewajibannya sebagai pekerja/buruh yang baik dan tekun 
sesuai yang diinginkan oleh Perusahaan. Tidak hanya 
fasilitas tempat tinggal yang beliau rasakan namun juga 
fasilitas cuti, tunjangan dan jaminan sosial tenaga kerja 
maupun perlindungan hukum sudah diberikan oleh 
Perusahaan dengan sebaik-baiknya. 
6. Menurut Ibu Hairoh10 berumur 53 tahun, bekerja di bagian 
karyawan harian sapu gudang dari tahun 2001, bertempat 
tinggal di Desa Prodadi dan sudah menikah. Beliau 
bekerja di PT. Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka 
ini sedari beliau pindah ke Desa Prodadi yang tidak jauh 
                                                             
10 Hairoh selaku Karyawan Harian Sapu Gudang, “Kesesuaian Sistem 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan lepas”, Wawancara 
dengan  penulis, di Rumah Kediaman Ibu Hairoh, Prodadi, Pukul 15.00 WIB, Tanggal 





dari rumahnya hal itu yang kemudian menjadi alasan 
beliau bekerja di Perusahaan tersebut dan juga beliau 
sudah di izinkan oleh suaminya bekerja di Perusahaan 
tersebut. Hal yang menyebabkan Ibu Hairoh bekerja yakni 
kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga dan beliau ingin 
mencari kesibukan di luar rumah agar mendapatkan 
tambahan untuk memenuhi sandang dan pangan 
keluarganya. Menurutnya sistem penempatan waktu kerja 
bagi perempuan di Perusahaan tersebut sudah sesuai dari 
fasilitas dan tunjangan saja yang didapatkan oleh 
karyawan harian, sementara untuk cuti tidak ada karena 
mereka kerjanya tidak begitu masif sesuai terdapatnya 
barang di gudang atau tidak seperti karyawan tetap yang 
apabila tidak terdapat pekerjaan di Perusahaan mereka 
mendapatkan libur sementara. Kemudian, berkenaan 
dengan pengupahan karyawan harian sapu gudang di 
berikan selama seminggu bekerja dengan nominal uang 
RP. 98.700/8jam-, dan beliau menjelaskan untuk sistem 
pengupahan harian bagi karyawan baru maupun lama 
sama saja tidak terdapat perbedaan. Prihal keluhan yang 
Ibu Hairoh rasakan selama bekerja di Perusahaan yakni 
ketika sagu menumpuk di gudang harus ekstra untuk 
membersihkan dengan demikian hal tersebutlah yang juga 
membuat pekerja/buruh ada yang tidak bertanggung 
jawab atas pekerjaannya akibat kelelahan, hal tersebutlah 
membuat adanya perilaku yang berbeda oleh mandor 
kepada pekerja/buruh yang giat dengan yang lalai akan 
pekerjaannya. Mengenai fasilitas, memang benar ibu 
hiroh merasakan namun terdapat juga fasilitasnya tidak 
semua bisa beliau gunakan, kemudian mengenai 
tunjangan terkadang ada, terkadang tidak sesuai dengan 
kondisi Perusahaan. Persoalan tentang kewajiban, beliau 
mengakui sudah melakukan sebaik mungkin dan sangat 
bertanggung jawab atas pekerjaannya untuk Perusahaan. 
Jaminan sosial tenaga kerja untuk karyawan harian tidak 





diinginkan terjadi di lingkungan Perusahaan, Perusahaan 
bertanggung jawab untuk mengobati saja, namun tidak 
memberikan sejumlah uang untuk tambahan pengobatan. 
Prihal perlindungan hukum semua karyawan 
mendapatkan haknya dari Perusahaan. 
7. Menurut Ibu Yuria11 berumur 53 tahun, bekerja di bagian 
karyawan harian sagu (nyorong) dari tahun 2001, 
bertempat tinggal di Desa Gedung Cermin, berstatus 
sudah menikah dan selama beliau bekerja di PT. Budi 
Starch dan Sweetener Divisi Tapioka, Ibu Yuria telah 
mendapatkan izin dari sang suami untuk bekerja di luar 
rumah karena jarak Perusahaan tidak jauh dari rumahnya 
dan sangat diperlukan uang tambahan untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga mereka, maka hal 
tersebutlah yang menjadi pertimbangan suami 
membolehkan Ibu Yuria memutuskan untuk bekerja. 
Mengenai sistem penempatan kerja bagi perempuan di 
Perusahaan, sama seperti pekerja/buruh lainnya yakni 8 
jam hanya  saja untuk karyawan harian terdapat 
pembagian shift menjadi 3 shift dengan rincian: jam 08.00 
– 16.00, jam 16.00 – 00.00, dan jam 00.00 – 08.00. 
Pengupahan pada karyawan harian sagu (nyoron) yakni 
Rp. 88.000/8jam-, dan dibayar oleh Perusahaan setiap hari 
saat pekerja/buruh bekerja. Keluhan yang beliau rasakan 
selama bekerja di Perusahaan tersebut yakni tidak adanya 
jam istirahat untuk mereka sampai dengan ketika sagu 
banjir dan pekerjaan mereka bertumpuk tidak ada juga 
jam istirahat yang ada mereka lembur bekerja untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Perusahaan. 
Untuk fasilitas sama saja dengan karyawan harian lainnya, 
dan mungkin tahun ini karyawan harian tidak 
mendapatkan tunjangan dikarenakan sedang adanya 
                                                             
11 Yuria selaku Karyawan Harian Sagu (nyorong), “Kesesuaian Sistem 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan lepas”, Wawancara 
dengan penulis, di Rumah Kediaman Ibu Yuria, Gedung Cermin, Pukul 15.30 WIB, 





musibah pandemic Covid’19 yang sangat berpengaruh 
bagi Perusahaan. Prihal kewajiban yang beliau lakukan, 
insyaallah beliau sudah laksanakan dengan sebaik 
mungkin yakni dengan bertanggung jawab ketika sedang 
bekerja saat lembur ketika sagu sedang banjir. Jaminan 
sosial tenaga kerja untuk karyawan harian sejauh ini tidak 
ada hanya saja bentuk tanggung jawab yakni mengobati di 
kala terdapat musibah yang menimpa pekerja/buruh saat 
sedang melakukan perkerjaan di Perusahaan dan 
perlindungan hukum bagi pekerja/buruh perempuan yakni 
ada dan sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
8. Menurut Ibu Baiduri12 berumur 55 tahun, bekerja di 
bagian karyawan harian sagu (nyorong) dari tahun 2007, 
bertempat tinggal di Desa Prodadi dan berstatus sudah 
menikah. Beliau Alhamdulillah sudah diizinkan oleh 
suaminya untuk bekerja. Hal yang menjadi alasan Ibu 
Baiduri bekerja yakni kebutuhan dasar yang dirasakan 
oleh masyarakat Indonesia, prihal kebutuhan ekonomi 
yang sangat meningkat untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Sistem penempatan waktu kerja bagi 
perempuan, menurutnya sudah sangatlah sesuai dengan 
aturan yang ada, terpenting bagi beliau mendapatkan uang 
tambahan dan mendapatkan kenyamanan akan 
pekerjaannya. Pengupahan sudah sesuai dengan pekerja 
beliau, itu saja beliau sudah sangat bersyukur sekali. 
Untuk keluhan, alhamdulillah beliau mengatakan tidak 
ada yang beliau keluh kesahkan selama bekerja di 
Perusahaan tersebut. Fasilitas yang diberikan Perusahaan 
kepada beliau yakni berupa tunjangan dan masih banyak 
lagi, baginya Perusahaan sudah memberikan yang terbaik 
selama beliau bekerjadi Perusahaan tersebut. Perilaku 
                                                             
12 Baiduri selaku Karyawan Harian Sagu (nyorong), “Kesesuaian Sistem 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan lepas”, Wawancara 
dengan penulis, di Rumah Kediaman Ibu Baiduri, Prodadi, Pukul 16.00 WIB, Tanggal 





yang diberikan Perusahaan sangatlah seadil-adilnya, 
tergantung pekerja/buruh mampu tidaknya 
memelaksanakan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung 
jawab pekerja/buruh. Kewajiban sudah beliau lakukan 
untuk menjaga kepercayaan Perusahaan akan kinerjanya 
selama bekerja. Jaminan sosial tenaga kerja bagi 
karyawan harian sapu gudang memang tidak ada, tetapi 
perusahaan tetap bertanggung jawab apabila terdapat 
kecelakaan yang melukai pekerja/buruhnya selama 
bekerja dan perlindungan hukum pun tersedia dengan 
semaksimal mungkin. 
9. Menurut Ibu Nurseha13 berumur 35 tahun, bekerja di 
bagian karyawan harian sapu gudang dari tahun 2001, 
bertempat tinggal di Desa Prodadi dan berstatus sudah 
menikah. Alhamdulillah sudah diberikan izin oleh 
suaminya untuk bekerja di PT. Budi Starch dan Sweetener 
Divisi Tapioka. Ibu Nurseha memutuskan untuk bekerja 
dikarenakan meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga 
beliau dan dengan beliau bekerja setidaknya mengurangi 
beban suaminya, tetapi beliau tidak melupakan yang 
sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang istri 
maupun seorang ibu rumah tangga yang memiliki banyak 
pekerjaan di rumah yang menumpuk dan beliau kini harus 
membagi dua untuk dapat memenuhi kebutuhan 
keluarganya agar tercukupi. Sistem penempatan waktu 
kerja bagi perempuan di Perusahaan tersebut, menurutnya 
sedikit sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada ya 
walaupun terdapat kesalahan sedikit, namun kesalahan 
Perusahaan dalam penempatan waktu kerja perempuan ini 
tetap bertitik fokus pada kemampuan pekerja/buruhnya 
agar merasa tidak tertekan selama bekerja dan 
mendapatkan kenyamanan akan pekerjaan yang beliau 
                                                             
13 Nurseha selaku Karyawan Harian Sapu Gudang, “Kesesuaian Sistem 
Penempatan Waktu Kerja Bagi Perempuan Pada Karyawan lepas”,  Wawancara 
dengan penulis, di Rumah Kediaman Ibu  Nurseha, Prodadi, Pukul 17.00 WIB, 





gulati. Pengupahan yang ada di PT. Budi Starch dan 
Sweetener Divisi Tapioka diberikan kepada beliau selama 
seminggu dengan jumlah nominal uang Rp. 98.700/8jam-, 
bekerja. Untuk keluhan sendiri, beliau tidak akan pernah 
mengeluh dengan pekerjan yang beliau senangi dan 
inginkan, apapun pekerjaan selagi halal akan beliau 
lakukan dengan penuh hati. Fasiliatas yang di dapatkan, 
mungkin berupa tunjangan dan perlindungan hukum 
pekerja/buruh, kemudian jaminan sosial tenaga kerja, 
namun hanya sebatas mengobati saja. Perilaku yang 
diberikan Perusahaan untuk pekerja/buruh yang bekerja 
sangatlah adil tanpa membeda-bedakan hanya pekerjaan 
saja yang membedakannya dan yang terakhir yakni 
kewajiban dalam bekerja, beliau berusaha semaksimal 
mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk 
Perusahaan dengan begitu beliau berharap Perusahaan 
akan banyak memberikan tunjangan dll. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temui di 
lapangan bahwa sistem penempatan waktu kerja pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung 
Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung 
Utara bahwa mayoritas penduduk terdekat dengan perusahaan 
yakni beragama Islam maka perusahaan sangatlah menitik 
beratkan pada Hukum Islam dengan menyesuaikan dengan 
Syariat Islam seperti izin kepada orang tua atau suami, bekerja 
malam dengan mendapatkan fasilitas lengkap sesuai dengan 
aturan yang tertera dan juga sangatlah mengedapankan 
menjaga pandangan dengan yang bukan mahrom yakni 
menjaga jarak antara meja untuk perempuan dan laki-laki agar 
lebihleluasa untuk bekerja. Kemudian perusahan juga 
menerapkan Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 bahwa sesungguhnya perusahaan telah mencoba 
memberikan yang terbaik kepada karyawan terutama 
perempuan walaupun yang peneliti lihat perusahaan belum 





Namun saja dari hasil penelitian yang peneliti lihat 
dari keupuasan karyawan perempuan, menurut mereka bahwa 
perusahaan sudah memberikan yang seharusnya mereka 
dapatkan dan juga tidak semua karyawan mengeluh mengenai 
sistem penempatan waktu kerja bagi perempuan hanya saja 
karyawan harian yang masih banyak kekurangan dan jauh 
dengan karyawan yang bekerja di kantor mengenai fasilitas, 
waktu kerja hingga kenyaman bekerja sudah sepatutnya 
ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi agar tidak terdapat 
kesenjangan sosial pada para pekerja sesuai bidangnya dan 
walaupun berbeda penempatan tetapi pekerja perempuan 






























































A. Sistem Penempatan Waktu Kerja bagi Perempuan Pada PT. 
Budi Strach dan Sweetener Divisi Tapioka 
Sistem penempatan tenaga kerja juga didefinisikan 
sebagai rangkaian komponen ketenagakerjaan, khususnya dalam 
menempatkan tenaga kerja pada posisi yang tepat, dan dirancang 
dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebagian besar 
sistem penempatan tenaga kerja mencakup beberapa faktor yang 
harus dipertimbangkan antara lain: 1. Faktor prestasi akademis, 2. 
Faktor pengalaman, 3. Faktor kesehatan fisik dan mental, 4. 
Faktor status perkawinan, 5. Faktor usia. Prosedur penempatan 
tenaga kerja di dalam setiap kegiatan diperlukan tahapan yang 
harus dilalui dalam pelaksanaannya. Tahapan tersebut merupakan 
urutan kronologis yang dilaksanakan tahap demi tahap tanpa 
meninggalkan prinsip dan asas yang berlaku dan posisi yang tepat 
pula. 
Prosedur penempatan tenaga kerja yang diambil 
merupakan keluaran pengambilan keputusan yang dilakukan 
manajer tenagakerja khususnya bagaian penempatan tenaga kerja, 
baik yang telah diambil berdasarkan pertimbangan rasional  
maupun objektif. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaan menyebutkan bahwa 
pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Hal itulah yang 
menyebabkan ketika Rancangan Undang-Undang Serikat 
Pekerja/buruh dibahas terjadi banyak sekali perdebatan yang 
sangat panjang mengenai istilah pekerja/buruh. Adapun dalam 
standar bekerja malam bagi pekerja/buruh perempuan harus 
penuh pertimbangkan dan sebaiknya tidak diperkerjakan pada 
malam hari karena kodrat perempuan tidak sama dengan laki-laki 
dan seharusnya adanya kriteria dalam menentukan pekerja/buruh 






pekerja/buruh yang sangat mendesak untuk diperkerjakan oleh 
perusahaan agar dapat mendapat imbangan berupa uang. 
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan 
maka sistem penempatan waktu kerja bagi peremuan pada PT. 
Budi Starch dan Sweetener Divisi Tapioka dinyatakan perempuan 
sudah terealisasikan seadanya saja, dikarenakan hanya 
mengugurkan kewajiban perusahaan dengan kriteria 
pekerja/buruh perempuan. Kemudian pandangan Hukum Islam 
dan Hukum Positif Berdasarkan sistem penempatan waktu kerja 
perempuan diduga sudah sesuai namun saja bagian buruh harian 
banyak ketimpangan yang dirasakan yakni dalam pembagian 
waktu yang kurang efisien dengan catatan bahwa ada beberapa 
fasilitas yang tidak terpenuhi oleh Perusahaan dan pada 
pekerja/buruh perempuan pun dari 300 pekerja/buruh perempuan 
yang bekerja hanya 5% yang menggunakan fasilitas berupa mess 
yang diberikan oleh Perusahaan dan tidak tersedianya fasilitas 
kendaraan untuk pekerja/buruh Perempuan dengan alasan rata-
rata pekerja/buruh Perempuan di Perusahaan jarak tempat tinggal 
tidak jauh dari Perusahaan, maka kemudian hal tersebut diberikan 
dalam bentuk ganti-rugi oleh Perusahaan berupa bonus tunjangan 
yang ada. 
Batas usia yang diberikan oleh Perusahaan juga tidak 
memberatkan pekerja/buruh perempuan dengan minimal usia 18 
tahun sampai dengan yang tidak ditentukan sesuai dengan tingkat 
kekuatan pekeja/buruh jika kuat dan tidak menggangu kesehatan 
dan membahayakan pekerja/buruh perempuan di perusahaan. 
Mengenai jam kerja yang diberikan oleh Perempuaan terdapat 
perbedaan dari segi jam istirahat dan jaminan sosial tenaga kerja 
yakni karyawan tetap waktu kerja 8 jam dan mendapatkan 
jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan rekomendasi oleh 
perusahaan sedangkan karyawan harian waktu kerja tetap 8 jam, 
hanya saja karyawan hari nyorong sagu tidak terdapat jam 
istirahat dan semua karyawan harian mendapatkan jaminan sosial 
tenaga kerja berupa biaya pengobatan saja.  
Hasil analisis penelitian membuktikan sudah seharusnya 





pekerja/buruh terutama pekerja/buruh perempuan harus 
memenuhi yang menjadi kewajiban Perusahaan yakni dari jam 
kerja yang tidak lebih dari 8 jam, hak istrahat yang diperlukan 
pekerja/buruh untuk mengistirahatkan fisiknya agar tetap fokus 
dalam bekerja, fasilitas yang diperlukan pekerja/buruh 
perempuan dalam kenyamanan bersama, cuti yang sangat 
dibutuhkan untuk mendapatkan konfensasi dalam  masalah-
masalah perempuan, tunjangan yang diberikan untuk bentuk 
apresiasi atau tanda terima kasih antara Perusahaan dengan 
pekerja/buruh, karena telah menyelesaikan pekerjaannya dengan 
sesuai yang diinginkan, jaminan sosial tenaga kerja yang 
dibutuhkan untuk menjaga keamanan pekerja/buruh, apabila 
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan perlindungan hukum 
bagi perempuan yang terkhusus agar tidak ada lagi diskriminasi 
terhadap perempuan yang terus merajalela dalam sektor ekonomi 
maupun sosial. Tidak hanya itu dalam suatu keadaan sosial secara 
tidak langsung akan menimbulkan keuntungan bersama yakni 
pekerja/buruh yang bekerja mendapatkan untung karena mereka 
bekerja dan Perusahaan mendapatkan keuntungan karena 
pekerja/buruh telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 
Perusahaan sesuai dengan tempat yang menjadi tugas mereka 
untuk di selesaikan dengan baik. 
 
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Sistem 
Penempatan Waktu Kerja bagi Perempuan Pada PT. Budi 
Strach dan Sweetener Divisi Tapioka 
Isu wanita bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam 
masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT 
dan mulai berkembang menjadi lebih maju mencari rezeki di luar 
rumah, wanita pun bekerja baik di dalam rumah maupun di luar 
rumah dijelaskan pula di dalam Q.S. Al-Jumu’ah ayat ٔٓ: 
 ِ لَٰوةُ فَٲنتَِشُرْوا فِى ٱْْلَْرِض َوٱْبتَُغْوا ِمْن فَْعِل ٱَّللَّ فَإَِذا قُِعيَِت ٱلصَّ
َ َكثِيًرا لََّعلَُّكْم تُفْلِحون)سورةٔلخمعة:ٓٔ(  َوٱْذُكُرْوا ٱَّللَّ
“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka 





dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” 
(Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10) 
Melalui ayat tersebut dapat dipahami bahwa setiap 
manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan 
mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa yang dikerjakan, 
sehingga menurut pandangan Hukum Islam, wanita yang 
bekerja adalah mubah atau di perbolehkan dengan memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan. 
Pekerja/buruh perempuan pun ketika akan bekerja di 
luar rumah harus memenuhi yang tertera di dalam hukum 
Islam yakni dengan syarat-syarat: 1. Harus menutup aurat, 2. 
Mampu menghindari fitnah, 3. Mendapatkan izin dari orang 
tua, wali atau suaminya, 4. Pekerjaan itu tidak mengorbankan 
kewajibannya di rumah, 5. Pekerjaannya tidak menjadi 
pemimpin bagi kaum laki-laki, 6. Tidak berkhalwat antara 
pria dan wanita, 7. Tidak tabarruj memamerkan perhiasan dan 
kecantikan, 8. Menjaga pandangan. 
  Menurut pandangan Hukum Positif yang tertera 
dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dalam Pasal 76 ayat 1 mengacu pada 
pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 
(delapan belas) tahun dilarang diperkerjakan antara pukul 
23.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB dan juga dilarang 
memperkerjakan wanita hamil yang menurut keterangan 
dokter bahaya bagi kesehatan dan keselamatan bayi dalam 
kandungan, maka dari itu pengusaha yang mempekerjakan 
pekerja/buruh perempuan wajib memenuhi yaitu: 1. Menjaga 
kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja. 2. 
Memberikan makanan dan minuman selama ditempat kerja. 
Dalam pelaksanaannya masih ada perusahaan yang tidak 
memberikan makanan dan minuman bergizi epada 
pekerja/buruh perempuan tetapi diganti dengan uang, padahal 
ketentuannya tidak boleh diganti dengan uang. Kemudian, 
perjanjian perlindungan terhadap pekerja/buruh perempuan 
yang dalam masa haid tidak wajib bekerja pada hari pertama 





dan lebih banyak pekerja/buruh yang tidak menggunakan 
haknya dengan alasan tidak mendapatkan premi hadir. 
Namun menurut hasil penelitian di PT. Budi Strach 
dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang bahwa 
perusahaan sudah berusaha menjalankan dengan sebaik-
baiknya kewajiban dan hak dengan memberikan 
pekerja/buruh semua yang menjadi hak yang pekerja/buruh 
dapatkan dengan semestinya, memang terkadang terdapat 
sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan 
Hukum Islam dan Hukum Positif yang ada tetapi perusahaan 
sudah memberikan apapun itu walau hanya sebagai formalitas 
saja dan menggugurkan kewajiban dan hak perusahaan. 
Karena menurut peliti masih ada sistem yang kurang sesuai 
dengan yang sebenarnya, contohnya jaminan sosial tenaga 
kerja yang diberikan karyawan harian  hanya sebatas 
pengobatan saja tidak terdapat uang tambahan untuk 
kesembuhan selanjutnya.  
Adapun perbedaan dan persamaan mengenai 
pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 
penempatan waktu kerja tersebut yakni perbedaannya terdapat  
diantara karyawan tetap dan karyawan lepas dalam unsur 
waktu kerja, upah dan tunjangannya dan di dalam Hukum 
Islam tidak di perbolehkan bekerja malam kecuali memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditetapkan sedangkan persamaannya 




























































1. Sistem penempatan waktu kerja perempuan pada PT. Budi 
Starch dan Sweetener Divisi Tapioka Desa Gedung Ketapang, 
Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara yakni 
Hasil analisis penelitian membuktikan bahwa sudah 
terealisasikan seadanya saja, dikarenakan hanya mengugurkan 
kewajiban perusahaan dengan kriteria pekerja/buruh 
perempuan.  
2. Menurut Kemudian pandangan Hukum Islam dan Hukum 
Positif Berdasarkan sistem penempatan waktu kerja perempuan 
diduga sudah sesuai namun saja bagian buruh harian banyak 
ketimpangan yang dirasakan yakni dalam pembagian waktu 
yang kurang efisien. Adapun perbedaan dan persamaan 
mengenai pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang 
penempatan waktu kerja tersebut yakni perbedaannya terdapat  
diantara karyawan tetap dan karyawan lepas dalam unsur waktu 
kerja, upah dan tunjangannya ada beberapa hal yang sudah 
dipenuhi tetapi tidak sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan 
yang hanya saja untuk menggugurkan kewajiban mereka untuk 
memberikan kenyamanan dan kesejahteraan pekerja/buruh 
perempuan yang bekerja. 
 
 
B. Rekomendasi  
Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis 
memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi Pekerja/Buruh, sudah seharusnya pekerja/buruh 
mengetahui tidak diam melihat diskriminasi terjadi, sudah 
seharusnya kewajiban dan haknya terpenuhi dan harus lebih 
kritis lagi dalam sistem penempatan waktu kerja yang kurang 
sesuai dengan Hukum yang ada di Indonesia, agar kemudian 







2. Bagi Perusahaan, untuk sejauh ini sudah baik dan berusaha 
menjadi terbaik agar pekerja/buruh mendapatkan kenyamanan 
dalam bekerja dan setiap peraturan yang tertera tentang 
ketenagakerjaan sudah seharusnya perusahaan lakukan dengan 
sebaik mungkin tidak lagi hanya dilakukan setangah yakni 
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